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PENDAHULUAN

Berdirinya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah untuk membantu pertiunbuhan
ekonomi daerah serta berfungsi sebagai intermediasi agar berman&at imtuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah melalui
hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini.
Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami
yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju keija keras dan solidaritas team
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan
stake holder, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan
semaldn meningkatnya kepercayaan din nasabah / stake holder dalam bermitra dengan
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin
kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi
perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan
pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia
usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga beikembang secara luas yang diantara Iain
mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain
sebagainya.

Dalam rangka meminiraalkan risiko kerugian, maka PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan
manajemen risiko yang ditmpkan dengan berdasarkan prinsip kehati- hatian dengan
mengacu pada ketentuan yang beriaku. Dengan diberlakukannya POJK No
04/POJK.03/20I5 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No.
13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR di wajibkan untuk
mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima)
pilar Good Corporate Governance, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility,
Independensi dan Keterbukaan(TARIF).

A. TRANSPARANCY ( Transparansi):
Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan infoimasi yang material dan
relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di
perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi
kepentingan konsumen (nasabah). PT.BPR MITRA BALI MANDIRIsangat transparan
dalam menyampaikan Infonnasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank.
Informasi keuangan kepada publik dapat dilihat di selumh Jaringan Kantor PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI dan Juga melalui homepage / website PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI https:' hprmitrahalimandiri.com yang sangat mudah diakses.
Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate . Sistera Infonnasi
Manajemen PT.BPR MITRA BALI MANDIRI khususnya terkait Siston Pelaporan
Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu,
akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan
manajemen.
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KATA PENGANTAR

Mempertiatikan Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagj Bank Perkreditan Rakyat
serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, mica
Direksi telah menyusun laporan tentangPenerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI
MANDIRI, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola di
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI. Laporan ini memuat mang lingkup pelaksanaan Good
Corporate Governance yang telah dilakukan selama tahun 2020 meliputi semua aspek
kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI,
namun demikian agar selaras dengan faktor- faktor penilaian yang tercantum dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk
penilaian dan penerapan GCG meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggrmgjawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fimgsi kepatuhan
5. Penerapan ftingsi Audit Intern
6. Penerapan fungsi Audit Ekstem
7. Batas Maksimum Peinberian Kredit

8. Rencana strategis Bank
9. Transparansi kondisi keuangna dan no keuangan

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini, seehingga kami mohon kritik
dan saran serta pembinaan dari semua pihak, Semoga laporan ini dapat memberikan
informasi tentang pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance PT.BPRMITRA
BALIMANDIRI dan dapat dipergunakan untukperbaikan dimasayang akan datang.

Badung, 28 Mei 2021
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI

i.BANK PERKREDITAN RAKYAT

MITRA Bali MANDl

^Direktur

DEWA NY01\ AN A RTANIN

Dircktur Utama
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PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, setelah membaca dan
mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance atau tata
kelola (K PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang telah disusun olch Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.3/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan,
maka dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan Good
Corporate Governance atau tata kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI. Untuk
selanjutnya laporan ini dapat disempumakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan
evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance atau tata
kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung
jawab.

CLli
I GST AGUNG ANCbVl HARSANA

Kckiisaris Utak

Disetujui;
DEWAN KOMISARIS

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI

I WAYAN\SUANDIANA
Komisaris

iv| L A P O R A N G C G P T . B P R MITRA BALI MANDIRI



BAB I

PENDAHULUAN

Berdirinya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah untuk membantu pertumbuhan
ekonomi daerah serta berfiingsi sebagai intermediasi agar bermanfeat untuk meningkatkan
taraf hidupmasyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah melalui
hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini.
Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami
yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju keija keras dan solidaiitas team
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI serta dukun^n dari Pemegang Saham dan kepercayaan
stake holder, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan
semakin meningkatnya kepercayaan diri nasabah / stake holder dalam bermitra dengan
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin
kineija baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi
perusahaan.

Kegiatan usalia Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan
pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan pericembangan dunia
usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain
mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan Iain
sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan risiko kerugian, maka PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
dalam melaksanakan kegiatannya beipedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan
manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati- hatian dengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No
04/POJK.03/20I5 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No.
13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR di wajibkan untuk
mengelola BPR dengan praktik terbaik {best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima)
pilar Good Corporate Governance, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility,
Independensi dan Keterbukaan (TARIF).

A. TRANSPARANCY( Transparansi):
Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan
relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di
perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi
kepentingan konsumen (nasabah). PT.BPR MITRA BALI MANDIRlsangat transparan
dalam menyarapaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank.
Informasi keuangan kepada publik dapat dilihat di seluruh jaringan Kantor PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI dan juga melalui homepage I website PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI htlps: "hprmitrahalimandiri.com yang sangat mudah diakses.
Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate . Sistem Infonnasi
Manajemen PT.BPR MITRA BALI MANDIRI khususnya terkait Sistem Peiaporan
Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu,
akurat, len^ap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan
manajemen.
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B. AKUNTABILITY (Akuntabilitas ) :
Kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkanya. Bank
dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara memperhatikan
kepentingan Pemegang Saham, nasabali, dan stakeholder lain. Akuntabilitas
merupakan pra^arat yang diperlukan imtuk mencapai kineija yang berkesinambungan,
Bagi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas
dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusaliaan dan seluruh pihak dalam
penisahaan sehingga mendukung pencapaian visi,misi, sasaran usaha Bank.

C. RESPONSIBILITY ( Pertanggungjawaban ) :
Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangai dan ketentuan internal bank serta
tanggung jawab Bank teibadap masyarakat dan lingkungan. Bagi PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam
menjalankan penisahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan
perundangan yang berlaku sehingga dapat teipeliharanya kesinambungan usaha dalam
jangka panjang.

D. INDEPENDENCY(Independensi):
Kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibanya serta untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam
pengelolaan penisahaan dapat menjalankan fiingsinya, merabebaskan diri dari pihak-
pihak Iain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan ftmgsinya
sesuai kompetensi yang memadai. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI senantiasa
melakukan penanganan apabila teijadi benturan kepentingan. Seiring dengan
pemberlakuan GCG PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menyusun kebijakan dan
prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada
pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan
didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan..

E. FAIRNESS ( Kewajaran ):
Perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebih
memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi. Bagi PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil
dalam memenuhi hakstakeholder sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan
demikian kegiatan penisahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saliam dan pemangku kepentingan lainya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada
penisahaan serta manberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku,
agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI berkedudukan di Jl. Raya Kapal, Br Muncan -
Mengwi Kab. Badung, didirikan berdasaikan Akta Notaris Nomor 207 tanggal 17
September 1992 oleh Notaris I Putu Chandra, Sa^ana Hukum, Notaris di Denpasar dan
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan Nomor C2-1786.HT.01.01 TH.1992 tanggal 17 September 1992.
Anggaran dasar Bank telahmengalami perubahan, berdasarkan Akta Nomor; 01 tanggal
01 September 2016 oleh Notaris Agung Iriantoro, Saijana Hukum, Magister Hukum,
Notaris di Jakarta, perihal pengesalian pemyataan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan danpeningkatan modal dasar. Akta tersebut telah mendapatkan
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Surat Pengesalian dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Nomor AHU-AH.Ol .03-0966004 tanggal 21 September 2016.

PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beroperasi sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan No : Kep-106/KM.17/1993, Tanggal 28 Mei 1993 yang berkantor pusat di
Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwt, Kabupaten Badimg.
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa
akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaUgus untnk meningkatkan nilai
tainbah Bank bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Berangkat dari alasan
tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan
untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan {Good Corporate
Governance - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usalianya
Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/20I5 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terns berupaya
mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatulian dan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tata kelola. Bank tidak hanya berpedoman pada k^entuan dan
peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas,
namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku lainnya seperti:

1. Bank PerkreditanRakyat
• Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Alas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

• Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

• POJK no 20/POJK.03/2014 Bank Perkreditan Rakyat
• SEOJK no I6/SEOJK.03/20I5 BankPerkreditan Rakyat
• POJK no 62/POJK.03/2020 Bank Perkreditan Ral^at

2. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modi Inti
• POJK no I2/POJK.03/2016 Kegiatan Usalia dan Jaringan Kantor BPR

Berdasarkan Modal Inti

• SEOJK no 45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor
(Multilisence)

3. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

• POJK no44/POJK.03/20I5 Sertifikasi Kompetensi Kega
• Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015

• SKKNIBPRno 322 tahun 2016

4. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
• POJK no l/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• SEno 2/SEOJK.07/20I4 Pelayanan danPenyelesaian Pengaduan Konsumen
• SE no l/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan

Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat
• SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Ran^a Pemasaran

Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan
• SE no 13/SEOJK.07/20I4 Peijanjian Baku
• POJK no 76/POJK,07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
• SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan
• SEOJK no 3I/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan
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POJK no 18/POJK.07/2019 Layanan Paigaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan

SEOJK no 17/SEOJK.07/2019 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

5. Tata Kelola BPR

• POJK no4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR
• SE OJKno 5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata KelolaBPR
• SEOJK no6/SEOJK.03/2016 Penerapan Fungsi Kepatuhan
• SE OJK no7/SEOJK.03/2016 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

• SE OJK no 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK no 5/SEOJK.03/2016
Penerapan Tata Kelola BPR

6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

• POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkr^itan Rakyat

• SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM

• SE OJK no 24/SEOJK.03/2019 Perubahan atas SEOJK no

8/SEOJK.03/2016 KPMM

7. Manajemen Risiko bagi BPR
• POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagiBPR
• SEOJK no l/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagiBPR

8. Batas Maksimum Panberian Kredit

• POJK no 49/POJK.03/2017 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Perkreditan Rakyat
• SEOJK no 41/SEOJK.03/2017 BMPK

9. Kualitas Aktiva Produktif

• PBI no 8/19/PB1/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
• PBI no l3/26/PBI/20n Pembahan atas PBI no 8/19/PBI/2006, tentang

Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif

• POJK no 33/POJK.03/2019 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
10. Pedoman Kebijakan Perkreditan

• SE nomor 14/26/DKBU, 19September 2012PedomanKebijakan dan
Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat

• Lampiran SE no 14/26/DKBU
11. Pedoman Akuntansi BPR

• SE OJK no 40/SEOJK.03/20I7 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi
Keuangan BPR

• Pedoman Akuntansi BPR

12. Laporan Bulanan
• POJKno 13/POJK.03/2019 Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan

OJK

• SEOJK no 08/SEOJK.03/2019 Laporan Bulanan BPR

13.Transparansi Kondisi Keuangan
• POJK no48/POJK.03/20l7 Transparansi Kondisi Keuangan BPR

• SE OJK no 39/SEOJK03/20I7 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi
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• SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan SE OJK no 39/SEOJK,03/2019

tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
• SEOJK 2019-16 Perubahan atas SEOJK no 39,SEOJK,03.20I7 Laporan

Tahunan dan Publikasi

14. Sistera Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
• POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur

melaiui SLIK

• Pedoman Penyusunan Data SLIK
• Struktur Data SLIK

• SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK

• POJK no 64/POJK.03/2020 perubahan POJK no I8/POJK.03/2017 Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK

15. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

• POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk
Pengembangan SDM BPR

16. Rencana Bisnis

• POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS

• SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR

17. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
• POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

bagi BPR/BPRS
• SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar PenyelenggaraanTeknologi Informasi

bagi BPR/BPRS
18. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

• POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP

• SEOJK no 36/SEOJK.03/2017Tatacara PenggunaanJasa AP dan KAP
19. Undang-Undang

• UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

• UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme
20. Peraturan Pemerintalr

• PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor

• PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU

21. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
• POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegalran Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
• SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan
• POJK no 23/POJK.01/2019 ttg Perubahan atas POJK no 12/POJK.0I/2017 ttg

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan

22. Peraturan Kepala PPATK
• Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan

LTKT

• Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas
Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

• Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi
Melakukan TPPU
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23. Penjaminan Simpanan
• PLPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program

Penjaminan Simpanan PLPS 2 th 2014 Pembalian PLPS Peniamiman 2010

• Panduan Tatacara Perhitungan Premi

• PLPS no 1-2019 LaporanBPR

•PLPS no 2-2019 Laporan BPR/BPRS

24. Relaksasi

1. Kebijakan Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
• POJK no 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-J9
• POJK no 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan BPR-BPRSSebagai Dampak

Penyebaran Coronavirus Disease 2019
• POJK no 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK no POJK no

1l/POJK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19

24. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait

25. Anggaran Dasar PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beserta perubahan-
perubahannya

26. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI

27. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang &
Pencegahan Pendanaan Terorisme PT.BPR MITRA BALI MANDIRI

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami saropaikan

laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata

kelola dan kesimpulan ummn basil self-assessment pelaksanaan tata kelola di

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.
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BAB I

DlREKSl

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DlREKSl

Direksi adalah organ penisaliaan yang bertanggungjawab peniihatas pengimisan Bank
iintuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta
secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan
perusahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Dalam melaksanakan tugas dan fimgsinya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS.
Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan
pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata
kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada selunih tingkatan atau
jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - harian

2. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab

sebagaiinana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang -
Undangan yang berlaku.

4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Keija
Audit Intern Bank, auditor ekstemal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan
/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat
strategis di bidang kepegawaian.

7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat
waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan
yang di atur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggungjawab penuh atas
pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :
1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Direksi telah mengelola perusahaan sehingga tercipta terkoordinimya semua

aktifitas BPR, baik di bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya
manusia dengan sebaik- baiknya.

3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan Peraturan yang berlaku.

4. Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam kegiatan usaha bank pada
sebagian tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain direksi telah menjalankan
fiingsi audit intern, pembentukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko yang
independen terhadap operasional dan penerapanya bertindak sebagai pengendalian
intern.

5. Dreksi telah menyesuaikan dan melaksanakan program Anti Pencucian Uang (
APU ) dan pencegahan Pendanaan Tercmsme ( PPT ) yang di sesuaikan dengan
ketentuan terbaru dari OJK yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 POJK tentang
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor
Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/SEOJK.03/20I7 SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
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6. Direksi telali menindaklanjuti temuan audit / SKAI, Auditor Ekstemal, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telahdi sepakati.

7. Melakukan evaluasi dan pemantauan tertiadap prinsip kehati- hatian dan kepatuhan
Bank teriiadap kegiatan operasional.

8. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat, terkini dan tepat waktu
kepada Komisaris.

9. Direksi memiliki pedoman keija dan tata teitib keija yang mengatur etika keija,
waktu kerja, dan rapat.

10. Membuat laporantahunandan dokumentasi keuangan secaratransparan.
11. Direksi telah mempertanggungjawabkan kineija tahun 2019 kepada Pemegang

Sahammelalui RUPS tahunanyang telahdilaksanakan pada tanggal April2019.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Berdasarkan Akta Pemyataan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum
Pemegang Saliam No; 53 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Agung
Iriantoro, Notaris/ PPAT, Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi 31
Desember2020 beijumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu)orangDirektm Utama
dan 1 (satu) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut:

1 Dewa Nyoman Artanii^ Dita Direktur Utama Irelependen

2 EDy YuHanti Direktur Independen

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK
.0372015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. & Sesuai dengan Sesuai kartu
identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal /
berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada
propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung
dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR Direktur Utama
bertempat tinggal di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan
Direktur bertempat tinggal di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,
masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris serta secara sendiri
atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan atau menjadi pemegang
saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank sehingga dapat di sebut independen
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Dewa Nyoman Artaning Dita . Sebagai Direktur Utama PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI bersamaan dengan pengangkatan Elly Yulianti, selaku Direktur PT.BPR
MITRA BALI MANDIRL dimana Direktur Utama diangkat sesuai Akta Pemyataan
Pemegang Saliam yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham No: 53 tanggal 30
Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, di Jakarta,
tentang akta pemyataan keputusan rapat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, yang
mana pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan Nomor KEP-24/KR081/2016 pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah
mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara
sebagaimana termaktub dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-
80/KR.0812/2106 pada tanggal 13 Septonber 2016.

Sedangkan pengangkatan Elly Yulianti, diangkat menjadi Direktur PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI diangkat sesuai Akta Pemyataan Pemegang Saham yang diambil diluar
R^at Umum Pemegang Saham No: 53 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh
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Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, di Jakarta, tentang akta pemyataan keputusan
rapat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRL yang maiia pengangkatan tersebut
berdasarkan Surat Kq)utusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-
24/KR.081/2016 pada tanggat 11 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana tennaktub
dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-80/KR.0812/2106 padatanggal 13
September 2016.

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Penerapan
Fungsi Kepatuhan Bagi BPR, maka dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada tanggal
04 Mei 2017, Direktur telah difimgsikan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan. Proses pengajuan Direktur yang membawalikan fungsi kepatuhan ke OJK
tel^ di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, PT.BPR MTTRA BALI MANDIRI
telah mengajukan permohonan persetujuan Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan kepada OJK melalui Surat No 148/SGP/D1R/V1/2017 tanggal 28 Juli 2017
perihal Laporan Pengangkatan Anggota Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan. Menindaklanjuti permohonan tersebut OJK telah melakukan uji kelayakan
dan kepatutan pada bulan Juli dan telah dinyatakan lulus melalui surat Nomor
SR.170/KR.081/2017 pada tang^l 26 Juli 2017 Bank telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Agustus 2017 sampai
dengan tanggal berakhimya masajabatan sebagai Direktur Perseroan.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga professional yang maniliki pengalaman
pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit And
Proper Test ). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa
Keuangan.

C MASA JABATAN

Pengangkatan Direksi telah memperoldi persetujuan dengan Pemyataan Pemegang
Saham Yang Diambil diluar Rapat Pemegang Saham PT. BPR MITRA BALI
MANDIRI No : 53 pada tanggal 30 Agustus 2016. dengan agenda persetujuan
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota
Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI:

L

IDew^NyomanAitaningDila DieklurUiatna

Drektir

30M21 No:53/2016 NoKEP.24/KR.081/20I6

30«mi No:53/2016 NoKEPmR.081^16

D. SERTIFIKASIPROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2020, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program
Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM
Certif, dengan perincian sebagai berikut:

1 Dewa Nyoman Aitarang Dka

2 E% YuKanti

Dn^kturUtaim

Dkektur

64127 1120633262018

65100 1210 6 0575 2106
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E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN,

KEPENGURUSAN DAN KELUARGA

Guna memenulii aspek transparasi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan
Kepemilikan, Kepengunisan dan Keluarga;

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota
Direksi sebagai berikut:

DewaNyomanAnank^Dfta X

ftyYuIianti •: X ^

Kepemilikan Saham Anggota Direksi adalah sebagai berikut;

V 1f i ^

Dewa Nyoiran Artaning Dita

EDy Yulianti

cJSaham 'M Penisahaan

Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan /atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut:

DewaNyomAitaiieDh

Bli'Yiiyti

Seluruh anggota Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRItidak memiliki hubungan
kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan
keluarga dan keuangan antar anggota EHreksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan /
atau Anggota Direksi serta Ponegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut
Independen.

F. RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan
Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016, adapun rapat Direksi terdiri dari rapat bulanan
dengan Pejebat eksekutif dan juga seluruh karyawan. Rapat Direksi masih didominasi oleh
pembahasan kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana keija, pengembangan 1
bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan kebijakan stategis.
Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar Jadwal
tersebut Direksi dapat mengundang pgabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal
yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selaina tahun 2020, telah
diselenggarakan sebanyak 12 kali Rapat Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri
oleh Komisaris Utama PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, adapun rekapitulasi kehadiran
dalam Rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama tahim 2020 adalah sebagai berikut:
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Wr'
Nama

i 1Gst Anom Haisaoa

i I Wavan Suandiba
i E)e\>-a Myomon Artani^ Dka
i •K'yufianti
SPiitu Sbce) Dewi
i Putu Ariastuti
5Nvx}inaii Sumartana
iNiNyoman Mcrtasari
6Putu Indah Suprabawati

Ni Kadek Sri Lisa Febrivanti

JabatJin
^eieon Dnt^i

Komisaris Utama 4 33% 12 100% 1
Komisaris 4 33% 12 100% 1
Dicktur Utama 12 100% 4 33% 1
Bicklur 12 100% 4 33% i
Kcpala BagianOperasional 12 100% 4 33% i
Kcpala Sub BagianMarketng 12 100% 4 33% j
Team Remedial 12 100% 4 33% f
SPl (Resi^) 4 33% 4 33% i
Kepatuhan 12 100% 4 33%

SPl 4 33% 4 33% •

Acara Rapat Direksi dengan selunih Pejabat Bank PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang
dihadiri oleh Komisaris Utama sduruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat PT.BPR
MITRA BALIMANDIRI. SeluruhanggotaDireksi teiahmemenuhi ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan Pedoman Keija Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan
jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi
dengan Pejabat Bank dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan
rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI
Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain
Remunerasi dan fasilitas latnya yang ditetapkan dalam RUPS. Total remunerasi Direksi
selamatahun 2020adalahsebagai berikut:

DiatasRp. 1.000.000.000,- vjis

Diatas Rp. 500.000.000^ s/d Rp. LOOO.OOO.OO(V |̂
DiatasRp. 100.000.000,- s/dRp. 500.000.000,-

{r"^ Dibawah Rp. 100.000.000,-

Siiii

s- T %
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H. PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN

Anggota Direksi telah membudayakan pembeiajaran berkelanjutan untuk meningkatkan
pengetahxjan dan ketrampilan gimamendukimg pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Training atauseminar yangdi ikuti oleh Direksi padatabun 2020antara Iain adalah sebagai
berikut:

I. Direktur Utama (Dewa Nyoman Artaning Dita.)
- Seminar Pemberdayaan UMKM diselenggarakan oleh Perbarindo dan PUNDIKU

tanggal 29 Januari 2020
- Evaluasi Pelaksaan Lelang dan Sosialisai Perdiijen 5/ KN/2020 diselenggarakan

Oleh KPKNL Denpasar tanggal 18 Juni 2020
- Kepentingan Kreditur terhadap kredit bermasalah yang bertentangan dengan

peradang-undangan tanggal 14 November2020 oleh BPR Mitra Grup Regional Bali
- Pembahasan RBB 2021 tanggal 10 Desember 2020 BPR Mitra Grup Regional Bali

2. Direktur (Elly Yulianti.)
- Pelatihan Analisa Koreksi Fiskal diselenggarakan oleh BPR Mitra Grup tanggal 6

Maret 2020

- Sosialisasi Ketentuan BPR via Zoom diselenggarakan oleh OJK tanggal 24 Juni
2020

- Sosialisasi Kebijakan LPS diselenggarakan oleh LPS via webminar tanggal 21 Juli
2020

- Sosialisasi Kegiatan dalam Rangka Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020
diselenggarakan oleh Perbarindo via zoom tanggal 7 September2020

- Sosialisasi Peran serta BPR di Bali dalam transaksi non Tunai menggunakan QRIS
diselenggarakan oleh Perbarindo Bali via zoom tanggal 8 September 2020

- Sosialisasi Ketentuan terkait PerlindunganKonsumen via webminar OJK tanggal 22
September 2020

- Workshop Pelaporan PPATK melalui aplikasi goAML via webinar tanggal 25
November 2020

- Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakeijaan dan
Perbarindo Bali via Zoom tanggal 30 November 2020

- Sosialisasi UU No 10 Tahun 2020 ttg Bea Materai oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Badung Utara via zoom tanggal 17 Desember 2020

- Pembahasan RBB 2021 tanggal 10 Desember 2020 BPR Mitra Grup Regional Bali

Sedangkan program Direksi membudayakan pembeiajaran berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan dan lainya ke seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan mengikutsertakan
pegawai BPR dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas
individu pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut:
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TANGGAL REAUSASI

I^WMUJlllAUMilUMm

REAUSASIPENDIDIKAN 5UMBERDAYA MANU5IA

JENIS PEIATIHAN PENYELENGGARA PESERTA

j
21 Januari 2020

Bintek Pelaporan Profil Manajemen

Resiko
Perbarindo Putu SindaDewi, Nym Mertasari

29Januari2020 SeminarPemerdayaanUMKM Perbarindo DN Artaning Oita

10 Pebruari2020 Literasi danedukasipasar mengwi BPRMrtra BaliMandiri Seluruh Karyawan

4s/d5Maret2020 Pelatihan Perpajakan Perbarindo Nyoman Mertasari

07 Maret2020
Pelatihan Fungsi Peigawasan

Komisaris
BPR Mitra Group Wayan Suandiana

06Maret2020
Pelatihan analisa komksi fiskal

terhadap lapkeuangan
BPR MitraGroup Elly Yulianti, Sincia Dewi

16-Apr-20 Pelaksanaan SOP Covid-19 BPR Mitra Bali Mandiri SeluruhKaryawan

21Juli2020 GreatPersonality on new life future Perbarindo indah. Ariastuti, Ratiti.Evi

17 September2020
Training Online BPR Grup

Restruktunsasi Kredit
BPRMrtra Group Putu Sinda Dewi

14Nopember2020

Kepentingan Krediturterhadap

kredit bermasalab yang

bertentangandenganperundang-

undangan

BPR MitraGroup

DN Artaning Dita, Elly Yulianti, Sinda,

Indah, Lisa. PutuAriastuti, Rina,

Sumartana,AnomHarsana

I. KOMITE- KOMITE

Jumlah modal PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi akhir tahun 2020 adalah
Rp. 3.439.681.669,- ( Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus
Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Sembilan Rupiah ) sehingga
tidak diwajibkan membentuk : Satuan Keija Audit Intern, Satuan Keija Manajemen
Resiko dan Komite Manajemen Resiko dan Satuan Keija kepatuhan, dalam
peiaksanaanya Direksi telah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan ,
Pejabat Eksekutif Audit Internal. Dan Staff di bidang APU PPT

Selain hal tersebut diatas Direksi hanya membentuk Komite Kredit bertugas untuk
memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan
arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalali Komite Op '̂asional yang membantu
Direksi baik dalam mengevaJuasi dan/ atau memutuskan pengeluaran kredit,
perpanjangan dan penibahankreditdalambataswewenang yang berlaku.
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BAB 111

DEWAN KOMISARIS

TUGAS DAN TANGGGNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.
Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting.
Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasaniya diatur dalam
Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan
Peraturan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance serta kebijakan
intern PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang secara keseluruhan menipakan
panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
teikait dengan pengelolaan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan
Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan
tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalab mengawasi Direksi dalam
menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka
Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
prinsip- prinsip GoodCorporate Governance atau tata kelola yang baik.

2. Dewan Komisans wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya
pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik. dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Himana paling
kinang hams diwujudkan dalam:
a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.
b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
c. Benturan kepentingaiL
d. Penetapan flingsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstem.
e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termastik pengendalianintern,
f Batas Maksimura Ponberian Kredit.

g. Rencana Bisnis.
h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab Direksi, sertamemberikan nasihatkepadaDireksi.

4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan
Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
Bank.

5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan
komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl
Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi
sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan
audit dan/ataurekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor
intem, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstem.

7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 7 (tujuli) hari keija sejak ditemukannya:
a Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
b. Suatu kondisi yang dapat membahayakankelangsungan usaha Bank.

8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib keija yang harus di
evaluasi dan dilakukan pen^dnian secara berkala.
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B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASIDEWAN KOMISARIS.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris secara pro aktifmeiakukan pengawasan
dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dJlakukan secara langsung
tennasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada
Direksi.

Dewan Komisaris telah meiakukan pengawasan dalam memberikan saran dan
rekomendasi, antara Iain:
1. Pelaksanaan Rencana Keija dan Anggaran Perusahaan Bank Tahun 2020, berupa

penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk
penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.

2. Penilaian tentang faktor-faktor yang merapengaruhi kinerja Bank, seperti kineija
keuangan khususnya terkait faktor pennodalan (capital), rentabilitas (earnings),
kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

3. Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
6. Likuiditas Bank.

7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank.
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan

operasional.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank teiliadap peraturan-

peraturanOtoritas Jasa Keuangan dan perundang-xmdangan lainnya.
11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
12. Penerapan Perlindungan Konsumen.
13. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional.
14. Saran lainya sesuai dengan tugas.

Dewan Komisaris telahmemberikan rekomendasi agarDireksi memberikan perhatian
khusus dan meiakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:
1. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi

sehubungan dengan tidak tercapainya Rencana Keija tahun 2020.
2. Kebijakan Direksi meiakukan reorganisasi dan restqffing, perlu disosialisasikan

kepada segenap jajaranSDM baik di Kantor Pusatmaupun Kas, sertadiimbangi oleh
kejelasan dalam Uraian Jabatan bagi parakaiyawan pimpinan dankejelasan perincian
tugas bagi segenap karyawan pelaksana.

3. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kineija Bank, harus secara
terus menerus mendapat pembinaan antara lain:
a Program pendidikan/trainingbagi selunih SDM secara berkelanjutan. Peningkatan

profesionalisme/kompetensi sumber daya Manusia sebagai aset utama Bank
secara kualitas maupim kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen
karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank ibandingkan dengan
kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus
menerus untuk menciptakan Sumber Daya Manusia di semua lapisan yang
professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus
menerus akan dapat mencegah teijadinya kerugian yang teijadi karena human eror
akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.

b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana
penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi,
promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan
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fluktuasi keluar/masuk SDM sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik
dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan
dirinya di Bank serta meraberikan ketentraman & suasana keija produktif bagi
seluruh SDM. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat
memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa keijatertentu.

4. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan Kredit dan pendanaan, hams dilaksanakan
berdasarkan prinsip kehati-hatian , serta diimbangi oleh flingsi pengawasan yang baik
melalui optimalisasi fimgsi Internal Control. Fungsi audit liams dilaksanakan terhadap
setiap segmen Kredit mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-
hatian, sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (collection) sebagai
bagian dari mitigasi risiko,

5. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui
penerapan Standard Operating Procedure (SOP) secara disiplin, namun juga hams
memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat
harapan dari nasabali, yang dapat memberika nilai tambah sebagai daya saing dengan
kompetitor.

6. Perlu tems dilakukan perbaikan secara beiicelanjutan untuk lebih mencapai tingkat
kepuasan nasabah yang prima {customer satisfaction). Hal ini tentunya sangat sejalan
dengan industri Perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat
mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.

7. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik , agar dilakukan antara lain

a Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Keija yang sudah ada, apakah
perlu direvisi atau ti(^, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya
ketentuan ekstem/pemndang-undangan yang bembah atau bam.

b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang
sudah ada agar di evaluasi, agar sesuai dengan perabahan organisasi yang
menunjang Rencana Bisnis Bank.

c. Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap teijaga dengan baik tanpa adanya
pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar
organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap
satuan keija/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan
tanggungjawabnya.

8. Bank hams senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian
kredit, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya
NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila
debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu
restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudali tidak baik maka penyelesaiannya
melalui proses hukiun.

9. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank hams senantiasa bemsaha memitigasi
risiko- risiko inherent yang masih termasuk kategori high maupun moderate to high
secara tems menems sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat,
karena risiko-risiko inheren akan berpengamh kepada penilaian tingkat kesehatan
Bank. Risk Control System Kredit, kepatuhan, Likuiditas, Operasional, dasar
Kepatuhan, agar tems ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai
Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi Fair. Satisfactory bahkan
Strong.
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10. Sesuai dengan visi Bank menjadi Bank yang tumbuh dan berkonbang secara sehat,
bahwa Bank telah menentukan fokus ekpansi usaha kedepan adalah pada segnien pasar
usaha mikro kecil menengah (UMKM), Dewan Komisaris menilai bahwa se^en pasar
yang dipiiih tahun 2020 dan beberapa tahun kedepan sudah tepat, xintuk dasar
melakukan akselerasi pertumbuhan bisnisBank.

C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan Akta Pemyataan Pemegang Saliam yang diambil diluar Rapat Umum
Pemegang Saham No: 53 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Agung
Iriantoro, Notaris/ PPAT, Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi 31
Desember 2019 beijumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris
U^a dan 1(satu) orang Komisaris dengan komposisi sebagai beiikut:

D.

1Dfs. !()StAgii]gAiioiiiHarsaiB,Ak
2]WayanSiHidiaiH.BA

kom^UlaoQ

Koinisaris

teipe.ndcn
1Drs. IGstAgungAnomHarsana,Ak Komisaris Utama Independen
21Suandiana. BA Komisaris Independen

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari
jumlah anggota Direksi yang beijumlah 2(dua) orang. Sesuai kartu identitas diri masing-
masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di
Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor
pusat BPR.

MASAJABATAN

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dengan Pemyataan
Pemegang Saham Yang Diambil diluar Rapat Pemegang Saham PT. BPR MITRA BALI
MANDIRI No : 53 pada tanggal 30 Agustus 2016. dengan agenda persetujuan
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-raasing anggota
Dewan Komisaris Bank:

netujuflQ

30M021 No:53/2016 NoKEP24/KR081/2016 '

mmi\ No:53/2016

E. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sesuai Daflar Riwayat Hidup ( CV ) masing-masing maka seluruh Anggota Dewan
Komisaris memilild Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai.
Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Sampai dengan taliun 2019, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program
Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Professi
(LSP) LKM Certif,adalah sebagai berikut:

1Drs.KlstAgii^AnomHarsana, KoirisarisUtaim

21Suandiana. BA Konisans

641271120 634162018

651001210620822016

2IDes2023

13Des2021
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F. TRANSPARANSfHUBUNGANKEPEMlHKAN.KEUANGAN,
KEPENGURUSAN DEWAN KOMISARIS

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saliam oleh anggota Dewan Komisaris sebagai
berikut:

Drs. IGst AgungAnomHarsana, Ak

I Wayan Su^iana. BA

Drs. I Gst Aguog Anora Harsana, Ak

I Wayan Suandiana. BA

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

K-epemilikmr^:

Perusahaan :

Komisaris Utama dan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memiliki
hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki
Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat
disebutPihakIndependen.

Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Dewan Komisaris dengan itisan anggota
Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saliam Pengendali sebagai
berikut:

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRItidak memiliki
hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki
hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan / atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat
disebut Independen.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2016 pelaksanaan Rapat
Dewan Komisaris sudah diselenggarakan secara berkala dan di sesuaikan dengan
kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan. Selama periode tahim 2020, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris

Laporan CCG PLUPR Ml i UA B.MJ .MANlMiH I'.AIH N 2(}2u 18 | 45



sebanyak 4 kali pertemuan. Adapun pelaksanaan dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris
adalah sebagai berikut:

1 IGstAgungAnomHarsana Komisaris Utama

2 I Wayan Suandina KomisarB

Jumlah Rapat

Jabatan

Dewan Kom^

100%

100%

100%

Dari 4kali pertemuan rapat, Dewan Komisaris sangat konsisten dengan tugas dan tanggung
jawabnya hal itu, terbukti dari pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang di hadiri oleh
seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan prosentase ICQ %.
1. Seluruh rapat Dewan Komisaris berlokasi di Kantor Pusat PT.BPR MITRA BALI

MANDIRI.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris teiah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufekat, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah
rapat.

Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisans dilakukan berdasarkan musyawarah
dan mufakat.

Dalam pelaksanaanya panbahasan materi rapat dilakukan secara dinamis dimana
masing- masing peserta rapat telah menyampaikan pendapat dengan bebas dan teibuka
serta keputusan rapat yang di ambil secara demokratis dan hasil rapat yang di tuangkan
dalam risalah dan didokumentasikan dengan baik .

2.

3.

4.

H. KEBIJAKAN REMUNERASI DANFASILITAS LAIN BAG! DEWAN
KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi
dari Bank Selain remunisasi dan fasilitas lainya sebagaimana yang ditentukan dalam
RUPS. Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

beatuknonoatura)

Fate lab dalani bentuk natura (peninuh^ trai^rlasi Asuiansi, Kesehatao
dl^ dalam nipiah

Diatas Rp. 1.000.000.000,-

Diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-

Diatas Rp. 100.000.000- s/d Rp. 500.000.000^

Dibawah Rp, JOO.000.000.-

Total
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BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan {Conflict of interest) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis
Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi) yang dapat memgikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan
berpenganili secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara
keselunihan. Untuk mengliindari penganih negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka
Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan
benturan-kepentingan tersebut sebagai berikut:
1) Jika teijadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak -pihak terafiliasi, maka

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainya dilarang mengambil tindakan yang
dapat memgikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benUiran
kepentingan di maksud dalam setiapkeputusan.

2) Pengungkapan benturan kepentingan tersebut hams di tuangkan dalam risalah rapat dengan
mencatat nama pihak- pihak yang memiliki bentiuan kepentingan serta dasar pertimbangan
pengambilan keputusan.

3) Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi memgikan Bank atau
mengurangi keuntungan Bank, maka Bank hams memiliki dan menerapkan kebijakan
intern mengenai:
a Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengums dan

pegawai antara Iain tata cara pengambilan keputusan.
h Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang

dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan
memutus.

c Pengambilan keputusan yangmengandung benturan kepentingan hams di tatausabakan
atau dicatatdalamrisalahrapat dan di dokumentasikan denganbaik.

4) Direksi dan Pejabat Eksekutif hams sedapat mun^n menghindari teijadi benturan
kepentingan dengan pihak terafiliasi lainya dalam pengambilan keputusan yang dapat
menimbulkan kemgian Bank.

Untuk menghindari konflik antarkepentingan pribadi dan kepentingan Bank, Setiap Insan
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dilarang:
1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan antara dirinya dengan Bank.
2. Memiliki usahayang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.
3. Memiliki usalia atau bisnis pribadi di luar pekeijaanya sebagai insan PT.BPR MITRA

BALI MANDIRI yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan Integritas
pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi
dan atau Dewan Komisaris.

4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan
penyimpangan dalam menjalankan tanggungjawab kepada Bank.

5. Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.
6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kemgian Bank, termasuk

segala keijasama antara insan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dengan pihak lain
yang di dasarkan pada hubungan keluarga semata, atau perkawanan yang akan
memberikan peluang pada kecurangan.
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Dalam penode tahim 2020 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbaituran
kepentingan, dengan demikian tidak ada kenigian atau hai yang menigikan keimtungan
Bank.

i^ama dan

^abatan Pihakp
iNo. yai^ Memiliki

Benturan

Najnadao

Jabatan Jenis N3ai Transaksi (
Fengamba ; Transakai , JutaanRupiah) ;̂

l&pentingan

J

Keterangan (

Nihil NihO
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BABV

PENERAPAN FUNGSIKEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketetituan dan hukum yang
berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Goixi Corporate Governance. Tujuan dari
upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit keqa dalam Bank terbudaya untuk
senantiasa patuh dan pada akhimya dapat meningkatkan kineija dan reputasi Bank. Sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk
salahsatu bagianyang membawalikan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fimgsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.PT.BPR MITRA
BALI MANDIRJ telah melakukan pemenulian struktin organisasi untuk penerapan fungsi
kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk
bertindak sebagai Direktur Yang Merabawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur
Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak
menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan
perundang- imdangan lainyang berkaitan denganperbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan,
PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen
terhadap operasionai BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang
Kepatuhan yangmerangkap Manajemen Resiko & APUPPT efektifpertanggal 21 Juli 2017

A TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR KEPATUHAN

L Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh peijanjian dan komitraen
yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Bisnis
Bank (RBB) atau businessplan. Sedangakan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah
kesanggupan Bank untuk memenuhi perintali dan larangan dari OJK dalam
pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan
Otoritas Jasa Keuangan.

2 Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhanBank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di

tetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan,
sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan
ketentuan OJK dan peraturan penmdang- undangan yang berlaku.

5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal kredit di atas jumlah tertentu.
d Melakukan pengkajian atas kebijakan danprosedurBank atau kebijakan strategis yang

memerlukan persetujuan Direktur Utama. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang
menjalankan fungsi kepatuhanyang di atur dalam prosedurtersendiri.

7. Memiiiimalkan risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan / atau keputusan yang di ambil

Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

9. Melakukan tugas-tugas lainya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah
ditet^kan dalam Pedoman Tata Tertib Keija Direksi PT.BPR MITRA BALI
MANDIRI.
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10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
a Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menet^kan

keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
pemndang-undangan lainyang berlaku.

h Meiaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan DewanKomisaris.

c Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok
pelaksanaaji tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatulian sebagaimana
diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang
menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
menyimpang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan
perundang- undangan lain yang berlaku.

Direktur Yang Membawalikan Fungsi Kepatuhan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
bertanggung jawab kepada Direktur Utaina. Pertanggungjawaban Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan penisahaan
dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.

a POGRAM KERJA DAN REALISASI KEPATUHAN

1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan
perundangundangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang
berwenang.

2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit keija terkait.
3. Revisi Kebijakan APU & PPT.
4. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan ektemal baik secara langsung dengan

tatap muka melaui meeting, coaching, dan breofing! mengadakan sosialisasi ke Kantor Kas
atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.

5. Melakukan pemantauan terliadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank, produk,
pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan Iain-Iain.

6. Memberikan kajian analisis terhadap usulan kredit dari devisi pemasaran dan kredit pada
kewenangan Direksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Melakukan pembinaan secara lisan ataupun tertulis kepada Kantor Kas berdasarkan analisa
laporan hasil temuan audit dibidang operasional, funding maupun kredit.

8. Senantiasa meningkatkan pengawasan atas penerapan APU & PPT dengan
mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi
yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT.Bank senantiasa meningkatkan pengawasan
manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam
proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT.

9. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan menunjuk petugas penanggung
jawab pelaksana Program APU& PPT.

10. Mensosialisasikan Pedoman Keija APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman
Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.

11. Melengkapi dan mengldnikan data nasabah secara beikelanjutan.
12. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based

Approach).
13. Uji kepatulian persetujuan penyediaan danabesar.
14. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (Corporate Compliance) agar lebih

mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
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iaiimya.
15. Pemberdayaan Petugas Penanggungjawab Pelaksana Program APU &PPT dalam rangka

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
16. Pemantauan tindak lanjut terhadap basil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan &

Divisi Internal Audit (SKAI).
17. Pemantauan pemenuhan ketentuan GoodCorporate Governance (GCG) BPR.
18. Seiama tahun 2020, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan

penmdangimdangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal vane nerlu
ditingkatkan.

19. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara
lain:

Adanya struktur orgamsasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara
jelas.

- Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainya dalam operasional.
- Tidak adanya pengaduan nasabah.
- Komitmen Realisasi Rencana Tindak Manajemen Resiko telali dipenuhi.

Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2020 sudah di tindakljmjnti meskipim
masih terdapat beberapa hal yang masili perlu adanya perbaikan.

- Komitmen pemeriksaan internal (SKAI) telah dijalankan dan ditidaklanjuti.
- Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko

pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
- Rasio NPL-gross sebesar 7,88% dan NPL- net sebesar 7,60% pada bulan Desember

2020.

• Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib
dibentuk adalali sebesar 100%.

- Laporan keuangan BANK tahun 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
"Bl]DIMAN,WAWAN,PAMUDJI & REKAN."

• Berdasaikan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal
kepatuhan.
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BAB VI

AUDIT INTERN

A. PENERAPAN AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat dalam penyunpan dana
merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai
badan usaha perbankan terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti
pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupim terdapat perbedaan kepentingan diantara
pihak- pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan
yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat
berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut
dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu
dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan
Fungsi Audit Intern Bank. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik,
pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu
fiingsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oieh Bank.
Internal Audit yang melaksanakan ftmgsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi
yangindependen menjalankan kegiatan auditintern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya. Internal Audi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan audit secara independen.
b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank.
c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

Audit Intern merupakan unit keija/ satuan kerja secara struktural berada di bawah pengawasan
langsimg DirekUir Utama, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki
garis komunikasi dengan Dewan Komisaris. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian
keyakinan (Assurance ) dan konsultasi yang bersifet independen dan obyektif dengan tujuan
untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaild operasional bank melalui pendekatan yang
sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas Manajemen
Risiko, Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Perusahaan.

Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRl telah bertanggungjawab untuk mewujudkkan dan
menciptakan tranparansi dalam pengelolaan bisnis Bank ( Coorporate Governance ) dengan
meningkatkan fungsi audit sebagai salah satu struktur pengendalian intern disetiap tingakatan
manajemra. Direksi telah membentuk satuan keija yang melaksanakan penerapan fungsi audit
intern, yaitu Satuan Keija Audit Intern ( SKAI) yang bersifat independen teihadap unit kerja
operasional.

Secara struktural SKAI telah menjalankan tugas, fim^i dan kewajibanya secara independen
terhadap unit keija operasional dan menyerahkan laporan hasil audit kepada Direktur Utama
dan Dewan komisaris dengan tembusan EHrektur Kepatuhan. Direksi telah menindaklanjuti
temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Selain itu
Direksi telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan keija SKAI dan
telah memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern/ SPFAI.
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R TUJUAN DAN CAKUPAN AUDIT.
1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur
pengendalian intern dalam semua fungsi terutama bidang kredit, Operasional, TSI, dan
lainnya.

2. Cakupan Audit
Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko
stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan
pertimbangan pengaruli relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Pusat dan Kantor
Cabang serta Masing- masing bagian / Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.
Dalam pelaksanaan kegiatanya, Satuan Keija Audit Intern memiliki beberapa ruang
lingkuppemeriksaan BPR, yaitu :
- Pemeriksaan umum

- Pemeriksaan kliusus

C. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN.
Audit Internal bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan imtuk
menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta
wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan Audit , maka PE Audit internal
bertanggung jawab secara fimgsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

STRUKTUR ORGANISASI PT.BPR MITRA BAU MANDIRI
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Audit Intern Tahun 2020 PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah PE dibidang Audit
Internal yaituNi KadekLisa Febriyanti

D. PELATIHAN AUDIT INTERN.

Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan ketrampilan sumber
daya manusia secara beikala dan berkelanjutan. Guna peningkatan mutu sumber d^a
manusia, SKAI telah merencanakan pengetahuan, ketrampilan dan pelatihan yang
diperiukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Rekapitulasi pelatihan yang dijalankan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

FT BPR MmU BAU MANDIRI

PERI(»)E TAHUN 2020

12Nopeni)er20^ Webinr Audit TdmbgiMKnHsi PTTSI

Kq)eitii^Kre(litur teihadap

I4Nopen)ber2020 l^itberaasahhyang BPRNfitraGroip
berteitan^n daigan penjxlaQg-
inHgrvnn

18Desaii)er2020 Wehimr Airiit fntem Pabaiiido

LisaFebnyaati

I!94ArtaningI)i(a,£Dy-Ydiaiti, |

Smda, InJah, Lisa. J\(uAriastuti, 3.475,000.(X)'

Rna, Sii!iartam,AnDin Haisara |
[

Lisa Febnvaili 0 I

E. PROGRAM KERJA SELAMA TAHUN 2020 DAN REALISASINYA

Program kerja dan realisasi keija AI selama tahun 2020 yang meliputi segala unsur terkait
operasional Bank. Pelaksanaan pemeriksaan AI pada tahun 2020, telali dilakukan di Kantor
Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan
umum administrasi, nasabah kredit, nasabah NPL sertatekhnologi infonnasi.
Dari hasil paneriksaan yang telah dilakukan selama taimn 2020 adapun kesimpulanyang
telah dilakukan AI adalah sebagai berikut:

Dalam melakukan tugasnya AI telah menilai aspek kecukupan Sistim Pengendalian
Intern di semua aktifitas Bank dan menilai kualitas kineija di unit keija yang menjadi
obyek pemeriksaan.
Pelaksanaan audit dilakukan secara terukur dan sesuai pedoman keijayang telah dibuat
dimana alokasi sumber daya ( SDM, waktu , dan hari audit ) dilakukan berdasarkan
tingkat resiko audit yangdi fokuskan yangmemiliki resiko tinggi.
AI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris dan
Direktur Utama dengan tembusan Direktur Yang Membawalikan Fungsi Kepatuhan.
AI telah melakukan pemantauan dan menganalis setiap tindak lanjut yang di audit dan
selanjumya AI menyampaikan laporan pemantauan atas p^enuhan atas pemenuhan
komitmen kepada Direksi dan Komisaris.
AI telah menyusun dan mengkinikan pedoman keaja serta sistem dan prosedur keija
secara berkala sesuai ketentuan dan perundanganyang berlaku.

1.

2.

3.

4.

5.
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BAB VII

AUDIT EKSTERN

Auditor ekstemal memiliki peran penting dalam kerangka keija Good Corporate Governance (
GCG ). Direksi menyadari bahwa tugas dilaksanakan oleh para auditor ekstemal untuk
mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank. Berdasarkan POJK No 13/ POJK.03/2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan bank untuk tahun buku 2017 telah sesuai
dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta peqanjian keija dan niang Hn^p audit
yang telah di tetapkan.

Direksi telah raenunjuk Kantor Akuntan Publik BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & REKAN
Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2020 berdasarkan surat penugasan
nomor SPK : 131.RZ/KAP.BWP/IX/2020 tanggal 15 September 2020, dan yang bersangkutan
merupakan KAP terdaftar sebagai auditor dengan nomor Surat Tanda Daftar STTD No:
146/KM.I/20I9 dan Nomor Surat Daftar OJK STTD.KAP-123/PM.22/2018, yang telah
direkomendasikan oleh Dewan Komisaris PT BPR BPR MITRA BALI MANDIRI dalam
penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik atas infonnasi keuangan historis
tahunan pada tahun 2020 dengan nomor surat 040/MBM/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

Pada tanggal 05 April 2020, Kantor Akuntan Publik BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI &
REKAN telah menyelesaxkan laporan hasil audit PT.BPR MITRA BALI MANDIRI Tahun
2020. Pelaporan hasil audit atau management letter kepada OJK disampaikan sebelum batas
akhir dari ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan,
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk
dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peramran Bank Indonesia, yang terdiri dari:
1. Neraca

2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk inforraasi tentang komitmen dan Kontinjensi.
6. Bank harus berhati -hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor

usaha yang berisiko tinggi atau bersifat spekulatif maupun sektor usaha yang sudah jenuh
atau tidak berkembang.
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BABVm

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT ( BMPK )

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana.
Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi
portofoho penyediaan dana tenitaraa kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait
sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum
Pemberian Kredit).

Mengingat terdapat hubiingan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi
penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang
mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu
dan pennodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih
prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki
eksposur besar[largeexposure).
Hal utama dalam pengatuian BMPK adalah :

1. Penyediaan dana kepada PIHAK TERKAIT ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT maksimum

20% dari modal bank.

3. Penyediaan dana kepada satu kelompok pemimjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT
maksiminn 30 % dari modal bank.

Manajemen PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menerapkan prinsip kehati- hatian dalam
penyediaan dana kepada masyarakat dengam nenerapkan laiigkah- langkah antisipasi sebagai
berikut:

1. Bank dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat / nasabah yang
tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggarBMPK.

2. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah hams di pastikan telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bmik dan pemberian persetujuannya hams
sesuai kewenanganya.

3. Pemberian kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat telah ditetapkan sesuai
ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK).

4. Dalam pengelolaan kredit Bank hams memperhatikan pemerataan resikonya sehingga
penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau jenis usaha tertentu saja tetapi
hams dilakukan secara seimbang dan merata dengan sektor-sektor atau jenis usaha lainya.

5. Bank hams menjaga agar 10 ( sepululi) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50% dari
portofolio kredit dengan tujuan agar teijadi pemerataan resiko kredit

6. Bank hams berhati-hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor
usaha yang beresiko tinggi atau bersifat spekulatif maupun sector usalia yang sudah jenuh
atau tidak berkembang.

Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan melaporkan secara berkala
kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Selama tahun 2019
tidak terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, Sesuai dengan
POJK NO 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan
Rakyat. Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan
debitur/ group selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:
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BMPKTERKAIT
Sesuai POJK NO 49/POJK,03/2017 Tentaiig Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan Rakyat, Bab II Dasar Perfiilungan BMPK, Pasal 4, sebagai berikut:
(1) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debet kredit.

BMPK KREDITTBRKAIT

Bulaii

Januari

Pebruari

Maret

April

Mei

Junl

JuB

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 Nopember

12 Desen^r

Mod^

3,349.181,905

3,356,435,275

3,375,312,803

3,378,990,978

3,376,944,011

3,400,935,557

3,410.765,745

3,418,228,168

3,420,865,467

3,435,868,713

3,401,828,571

3,384,459,615

334,918,191

335,643,528

337,531,280

337,899,098

337,694,401

340,093,556

341,076,575

341,822,817

342,086,547

343,586,871

340,182,857

338,445,962

Alisasi

Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan/ atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk
peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR
yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada Pibak To-kait.

(2) BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasaikan nominal
Penempatan Dana AntarBankpihak terkait.

1 Januari

2 Pdmiari

Maret

April

Mei

Jiid

Jidi

8 AgMstus

9 Sepieiriber

10 Oktober

11 Nopember

12 Desember

BMPK DANA ANTAR BANK TERKAIT

3,349,181,905

3,356.435,275

3,375,312.803

3.378,990,978

3,376,944,011

3.400.935,557

3.410,765,745

3,418,228.168

3,420.865,467

3,435.868,713

3,401.828,571

3,384,459.615

334.918,191

335,643,528

.337,531,280

3.37.899,098

337,694,401

340.093,556

341.076.575

341,822,817

.342,086,547

343,586,871

340,182,857

338.445,962

R«afia

102,133,176

102,983,847

108,266,886

101.046.864

151,995,554

153,907,513

154,906,180

155,767.767

156.625,066

157,466,127

159,186,008

160,232.758
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Sedangkan penyediaan dana pihak tidak terkait dan dana besar periode tahun 2020 adalah
sebagai berikut:

I Bulan

Januari

P^ruari

Maret

/^ril

Mei

Jmi

Jtit

8 Agustus

9 S^teirber

10 Oktoba'

11 Nopernber

12 iDeseirber

Modal

KPMM

3,349,181,905

3,356,435,275

3,375,312,803

3,378,990,978

3,376,944,011

3,400,935,557

3,410.765,745

3,418,228,168

3,420,865,467

3,435,868,713

3,401,828,571

3,384,459,615

BMPK TIDAK TERKAIT

BMPK

TIDAK

TERKAIT

669,836,381

671,287,055

675,062,561

675,798,196

675,388,802

680,187,111

682,153,149

683,645,634

684,173,093

687,173,743

680,365,714

676,891,923

' Reafisasi' Realisasi

390,700,000 1,004,754,572
1 ' 1

425,000,000 1,006,930,583 1
425,000,000 1,012.593,841 - i
425,000,000 1,013,697,293

425,000,000 1,013,083,203 "i
450,000,000 1,020,280,667 P,

•, &

450,000,000 1,023,229,724

450,000,000 1,025,468,450
3

450,000,000 1,026,259,640

450,000,000 1,030,760,614 -

450,000,000 1,020,548,571 -

450,000,000 1 1,015,337,885 | - 1

Dalam Kegjatan operasionalnya Bank telah berusaha melaksanakan segala pemenuhan
ketentuan yang berlaku dan meminimalisir segala sesuatu yang bertentangan denganketentuan
peraturan ataupun perxindang- undangan.
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BAB IX

RENCANA BISNIS BANK

A. ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DITEMPUH

Bank yang resmi beroperasi sejak 1992 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk
menjadi salah satu lembaga keuangan yang kuat daiam industri peitankan nasional.
Masuknya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI kedalam segmen pembiayaan mikro pada tahun
1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai entry point dalam menuju Visi; Menjadi Mitra
Usaha alternatif teitaik dan terpercaya bagi masyarakat dan ekonomi skala kecil, dalam
memberikan pelayanan jasakeuangan yang adadi daerah Bali

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2020
dapat digambarkan sebagai berikut:

ASSET

KYD

NPL (%)

TAB+Bank Lain

DEPOSrrO+Bank Lain

PINJ. YG DTTERIMA

TOTAL PENDAPATAN

TOTAL BIAYA

LABA/RUGI

NPL (Rp.)

dalam nbuan

2020

20318371 22319,084 2,600,713

15388,630 18,652,417 3,063,787

9.53% 7.88% -1.65%

1,978389 1,744,190 (234,199)
14376,677 17,429.000 2,852323

260,667
- (260,667)

3,778>t4 3,743,673 (35371)

3303301 3353317 50,116

256,848 184300 (72348)

1,516363 1,491363 (25,000)

B. RENCANA STRATEGIS BANK

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai Visi dan Misi yang telah
ditetapkan, maka Manajemen Bank perlu menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Penisahaan Tahun 2020. Rencana Keija Bank telah disusun
secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati- hatian dan penerapan manajemen
resiko dengan cakupan yang di sesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha
Bank.

Rencana Strategis Bank telah disusun secara komperehensif dan terukur dengan
memperhatikan seluruh faktor- faktor internal dan ekstemal serta memperhatikan prinsip
kehatihatiaa Rencana Strategi Bank yang diUiangkan dalam Rencana Keqa dan Anggaran
Penisahaan 2020 telah sesuai visi misi seita strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut telah dikomunikasikan kepada
Pemegang Saham sertaseluruh jenjangunit keijaorganisasi.

1. Rencana Jangka Panjang
Corporate Plan merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang memberikan arali
strategis yang hams di ambil suatu organisasi, yang bertujuan memberikan arah strategis
yang hams di ambil suatu organisasi. Perumusan program keija strategis selama 5 tahun ke
depan akan bermanfaat bagi manajanen dalam menjalankan tindakan dan pengambilan
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keputusaii yaiig tepat sehingga dapat tercipta pemaliaman bersama dalam bekeija dengan
bahasa dan tujuan yangsama.
Sehubiingan dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko
serta perkeinbangan ekonomi yang masih menunjukan ketidakstabilan yang berdampak
pada kebijakan- kebijakan moneter yang tenis bergerak dinamis, maka dalam jangka
panjang PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI mengantisipastinya dengan membuat dan
memperbaharui SOP- SOP dan peraturan- peraturan bam mengenai Tata Kelola,
Manajemen Risiko, Stniktnr Organisas, Penyempumaan Teknologi Inforraasi dan
ketentuan- ketentuan lainnya yang disesuaikan dengan regiilasi OJK.
Hal lain yang menjadi perioritas pemsahaan adalah yang menyangkut inasalah kecukiipan
atas kuantitas dan kuaJitas Sumber Daya Manusia agar dapat menjalankan strategi dan
mencapai sasaran pemsahaan dengan memberikan training &development.

2. Rencana Jangka Pendek / Tahunan
Dalam upaya memaksimalkan kineija Bank yang telah ditetapkan dengan rencana- rencana
yang disusun secara rinci akan semakin mempunyai ketepatan akurasinya. Sehubimgan
dengan lial tersebut, berikut distribusi upaya dalam meningkatkan kineija Bank pada tahun
2019yangmeliputi hal-hal sebagai berikut:

a Perbaikan kualitas kredit, dimana NFL yang tidak sehat pada tahun lalu menjadi
prioritas penyelesaian dengan berbagai strategi antara lain meningkatkan
kuantitasdan kualitas kredit, meningkatkan kualitas anaiisis kredit, meningkatkan
frekwensi pembinaan debitur, mapping are penagihan, korespondensi dan sms
pemberitahuan kepada Debitur.

b. Peningkatan Fungsi IntoTnediasi, dengan cara meningkatkan penghimpunana dana
masyarakat khususnya tabungan yang mempakan dana murah disamping deposito
berjangka, meningkatkan volume kredit yang produktif yang disalurkan dengan
prudent, inovasi produk dll.

c. Peningkatan Efesiensi, optimalkan biaya dengan mempertimbangkan cost and
benefit,
meningkatkan penghimpunan dana murah, dana menggalakanfee base income.

Hal tersebut di atas di paparkan dalam Rencana Keija Anggaran Tahunan 2020 yang telah di
sampaikan dan di setujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang
Saliam dalam Rapat Koordinasi Pengums padatanggal 04 Desember 2019. Selain itu Rencana
kerja Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah di
sampaikan secaratepat waktukepada OJK.
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B. REALISASIRENCANA KERJA 2020

1. REALISASF KERJA 2020

Berikut adalah realisasi hasil usaha akhirbulan Desember2020 dengan aneearan 2020*
(dimribuan)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Audite)

ASSET

KYD

TABUNGAN

DEPOSITO

PENDAPATAN

BIAYA

LABA/RUGI

NPL(!^.)

NPL(%)

22,919,084

18,652,417

1,741,663

13,379,000

3,743,673

3,553317

184300

1,491363

7.88%

22,932365

19,094,777

2,633,933

11,900,630

3,749,993

3,480,585

269,408

1394,087

6.65%

Deviasi

(13381)

(442,360)

(892370)

1,478370

(6320)

72,732

(85,108)

197376

1.23%

99.94%

97.68%

66.12%

112.42%

99.83%

102.09%

68.41%

115.24%

118.50%

1. ASSET

Total Asset hingga buian Desember 2020 sebesar Rp.22.919.084 ribu, dibandingkan
target bulan Desember 2020 sebesar Rp, 22,932.365 ribu, tingkat pencapaiannya
sebesar 99,94 % atau meiigalarai deviasi negattf sebesar Rp. 13.281 ribu,

2. PINJAMANYANGDIBERIKAN

Pinjaman yang diberikan posisi bulan Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.
18.652.417 ribu, dibandingkan dengan target bulan Desanber 2020 sebesarRp.
19.094.777 ribu tingkat pencapaiannya sebesar 97,68 % atau mengalami deviasi
negatif sebesar Rp. 442.360 ribu

3. TABUNGAN

Tabungan hingga buian Desember 2020 sebesar Rp. 1.741.663 ribu, dibandingkan
dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2.633.933 ribu maka tingkat
pencapaiannya sebesar 66,12% atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 892.270
ribu.

DEPOSITO

Deposito hingga bulan Desanber 2020 sebesar Rp. 13379.000 ribu, dibandin^an
target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 10.900.630 ribu, maka tingkat pencapaiannya
sebesar 112,42 % atau mengalami deviasi positif sebesar Rp. 1.478370 ribu
PENDAPATAN.

Total Pendapatan hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 3.743.673 ribu, Apabila
dibandingkan dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 3.749.993 ribu tingkat
pencapaiannya sebesar 99,83 % atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 6.320
ribu.

6. BIAYA

Total Biaya hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 3.553317 ribu, dibandingkan
dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 3.480.585 ribu tingkat pencapaiannya
sebesar 102.09 % atau mengalami deviasi positifsebesar Rp. 72372ribu.

4.

5.
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7. LABA/RUGl

Total Laba hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 184.300 ribu, dibandingkan
dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 269.408 ribu tingkat pencapaiannya
sebesar 68.41 % atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp.85.108 ribu.

8. NPL(RP)
NPL hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 1.491.363 ribu dibandingkan target
bulan Desember 2020 yang sebesar Rp. 1.294.087 ribu maka NPL teijadi deviasi
negatif sebesar Rp. 197.276 ribu atau tingkat pencapaiau sebesar 115,24 % sehingga
ratio ini kurang baik jika dibanding target

2. INDIKATOR RATIO KEUANGAN

RATIO TARGET
KEUANGAN DESEMBER DEVIASI PENCAPAIAN

2020 207,0

LDR (%) 89.06

ROA(%) 0.86

ROE(%) 5.65

BOPO(%) 92.51

CAR(%) 22.76

*(Attdiie)

C A R ( Capital Adiquasi Ratio)
Ratio modal pada akhir tahun 2020 sebesar 22,76% dengan kategori "SEHAT"

^ L DR ( Loan to Deposit Ratio)
Ratio sampai dengan akhir Desember2020sebesar89,06%

^ R O A ( Return on Asset)
Pada akhir tahun 2020 ratio ini sebesar 0,86%

^ R O E ( Return on Equity)
Ratio ini pada akhir tahun 2020 dicapai sebesar 5,65 %

^ BOPO

Ratio ini pada akhir tahun 2020 dicapai sebesar 92,51 %

Penilaian sudah menunjukkan pericembangan yang baik, akan tetapi PT. PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI masih tenis berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan di segala
bidang, dan terus berusaha agar pertumbulian pada pos-pos potensial seperti Kredit Yang
Diberikan serta Laba Rugi terus meningkat, karena periode tahun 2020 masih ada yang belum
sesuai dengan yang di harapkan.

Dari data tingkat kesehatan tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa Direksi dan selunih
kaiyawan PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI mempunyai komitmen yang tinggi teiiiadap
perkembangan kineija penisaliaan.

86.21

92.76

19.30

-0.53

-3.44

-0.25

103.31

61.87

62.16

99.73

117.93
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BABX

TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN

DAN NON KEUANGAN BANK

A. TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN

Infonnasi kondisi keuangan di PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah dituan^n secara
jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:
a Ikhtisar data keuangan panting tennasuk ikhtisar saham, Laporan Dewan Komisaris,

Laporan Direksi, Profil perusaliaan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi atas laporan tahunan.

b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah di audit oleh Akuntan Publik yang telali
terdaftar di Bank Indonesia dan di buat 1 ( satu ) tahun buku dan di sajikan dengan
perbandingan 1 (satu ) tahunbuku sebelumnya.

Pada saat penyusunan laporan GCG, Laporan Tahunan PT.BPR MITRA BALI
MANDIRImasih dalam penyusunan dan masih proses pemeriksaan oleh Akuntan
Publik. Namun berdasarkan penyusunan Laporan Tahunan 2020 yang lalu. Bank telah
menyampaikan Laporan Tahunan secara benar dan sesuai ketentuan dan di sampaikan
secara tepat waktu kepada pihak-pihak yangtelah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
OJK.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada
masyarakat luas terdiri dari;

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan,
perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, stragetegi dan
kebijakan manajemen seita laporan manajemen.

2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor ekstemal.
4. Seluruh aspek transparansi dan infonnasi.
5. Selunih aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.
6. Jenis risiko dan potensikerugian yang dihadapi olehBank.
7. Informasi lainnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi T riwulanan.
PT.BPR MITRA BALI MANDIRItelah mengumumkan Laporan Keuangan Laporan
Keuangan Publikasi secara triwulanan periode I,II dan III pada tahun 2020 sesuai dengan
ketentuan yangberlaku. Pengumuman laporan publikasi kepada ma^arakat ditempelkan di
selunih kantor PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan dilakukan secara terus menerus
sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya serta mudah dibaca oleh publik. Untuk
laporan publikasi pada triwulan ke IV tahun 2020 akan di lunumkan di selunili kantor
dan surat kabar harian lokal sesuai ketentuan. Laporan ditandatangani oleh2 ( dua) orang
Direksi ( Direktur Utama dan Direktur).

R TRANPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

Informasi kondisi non keuangan di PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telahdituangkan
secara jelas dan transparan, diantaranya sebagai berikut:
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1. Transparansi Produk
PT.BPR MITRA BALI MANDIRl telah memberikan informasi mengenai produk Bank
secara jelas. Informasi dapat diperoleli secara mudali oleh nasabah secaia langsung melalui
petugas yang di tempatkan di setiap masing-masing kantor, baik Kantor Pusat, Kantor Kas.
Dan informasi juga dapat di peroleh secara tidak langsung melalui brosur, pamflet, spanduk,
baliho atau bentuk tertulis laiiiya di Kantor Kas, dan juga dalam bentuk infomiasi secara
elektronis yang di sediakan melalui Facehook Bpr Mitra JSali Mandirijsiagram
bprmitrabalimandiri danwebsite hups:'^bprmiirahalimandiri.com.

2. Pengaduan Nasabah

Selama Periode tahun 2020, PT.BPR MITRA BALI MANDIRl telah melaporican
pengaduan nasabah secara triwulananan pada Otoritas Jasa Keuangan baik
langsung/surat maupun melalui website Peduli OJK secara tepat waktu dimana hasil
pengaduan nasabah selama tahun 2020 adalah nihil.

ISn^pSS^^asaSaR

laporan
secara

laporan

3.

4.

5.

I (Januari- Maret)

II (April- Juni)

in (Juli- September)

IV (Oktober-

Desember)

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Jumiah Pengaduan
yang

telah di selesnikan

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Share Opton
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap
saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Sliares Option tersebut.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap PT.BPR
MITRA BALI MANDIRl perbulan pada tahun 2020 terangkum dalam perbandingan
dibawah ini:

Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah 65% dan 35%

Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah 57% dan 43%

Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah 58% dan 42%

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 75% dan 25%

Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus,
pegawai tetap dan tidak tetap / training terkait dengan proses keija dan kegiatan
operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Selama
periode tahun 2020 Tidak terdapat penyimpangan imemal yang teijadi dalam PT.BPR
MITRA BALI MANDIRl.
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Total Fraud

|relahdKl3salcan
baiam proses
pei^elesaandi internal

Bekmdii4>{n^n

pei^elesamnya

Tebhdidndakiaqiti

melakiiproses lukum

6. Permasalahan hukum perdata dan pidana
Dalam periode 2020 tidak terdapat permasalahan hukum atau perkara gugatan baik yang
telah seiesai / mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun dalam proses penyelesaian.

'T'elati diseleseulcan Ctelal:! mempurryai
kekuatan liukxan yang tetap)

ip>alain proses penyelesaian

Total

7. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT.BPR MITRA BALI
MANDIRI merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap
lingkungan sosial.

Penyaluran Dana Sosial tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.636,200,- den^n perincian
sebagai berikut:
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sumbangan Bencana Alam Bogor

Sumbangan U/ Karyawan Melahirkan

By Karar^n Bm^ Dukacita BPR PATI

By Sumban^n Direktur N Dinit Srisedana

Sumbangan Melayat Orang Tua Karyawan

By Karan^n Bunga U/ Karyawan

By Karangan Bui^

By Sesari Bcrobat

By Petnb Karangan Bunga Ke Nsbh

Pemb Souveni" Untuk Kciywn Resign

Pemb Karangan Bur^ LT/ Kpla OJK BALI

Sumbngji Suka Cita U Ayah Kandui^ Budiasdi

Biaya Karai^an Bunga

Uang Duka U/ Dimt BPR MITRA PATI

By Pemb Karangan Bunga Duka Cita U Ketut Magur Nsb
By Parcel U Ucapan Hari Natal Ke Nsb An Sindhunata

Pemb Kenang-Kenangan

Pemb Uang Duka Perbarindo

Total

Bis Nominal

Rp 300,000

Rp 166,600

Rp 100,000

Rp 100,000

Rp 300,000

Rp 180,000

Rp 160,000

Rp 55,000

Rp 500,000

Rp 203,000

Rp 400.000

Rp 258,600

Rp 106.000

Rp 300.000

Rp 200,000

Rp 350,000

Rp 184,000

Rp 500,000

Rp 4^63^00

8. Pemberian Dana Untuk KegiatanPolitik
Selama tahun 2020, PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memberikan dana bantuan
untuk kegiatan politik.

9. Laporan LPS dan Pembayaran Premi
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI senantiasa berupaya meningkatkan layanan kepada
nasabah, baik nasabah lama maiipun calon nasabah. Keikutsertaan BPR dalam program
penjaminan dana piliak ketiga dengan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) adalah merupakan salah satu up^a untuk menjaga kepercayaan nasabah, sehingga
seluruli dana masyarakat yang ada pada PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah
benar-benar amaii karena benar-benar tercatat dalam pembukuan bank dan benar-benar
dijamin oleh pemerintah melalui Lanbaga Penjamin Simpanan, Dalam hal ini PT.BPR
MITRA BALI MANDIRItelah secara rutin telah melakukan laporan secara triwulanan,
sonesteran dan tahunan kepada Lembaga Simpanan beserta Pembayaran Premi.

10. Laporan Pajak
Dalam hal ini PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah memenuhi kewajibanya
melaporkan serta membayar dengan tepat waktu bericaitan dengan perpajakan antara lain
PPh Pasal 25, PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps.l5, PPh-Final sesuai
ketentuan yang berlaku.

11. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan
sekurangkurangnya sesuai dengan ketentuan yang beriaku. Laporan pelaksanaan GCG
telah:

Mencerminkan kondisi Bank yang sebenamya atau sesuai hasil Self Assessment Bank.
Dilampiri hasil SelfAssessment Bank.
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil self
assessment pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT.BPR MITRA BALI

✓

✓
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MANDIRI akan menyampaikan laporan pelaksaiiaan GCG kepada pihak- pihak yang
telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu yaitu sebelum
batas akhir masa penyampaian laporan pada bulan April 2020.

12. Laporan Internal
Bank telah memiliki pelaporan internal yang di dukung dengan Sistem Infomiasi
Manjemen yang manadai untiik mendukung kebutuhan infonnasi yang diperlukan bagi
perencanaan, pengawasan, dan pengambilan kepiitnsan manjemen. Sumber daya
manusiayang menangani sistem informasi telah sesuai dengan standar kriteria dari sisi
pendidikan, kecakapan dan pengalaman keija serta diberikan program pendidikan dan
pelatihan yang cukup imtnk mendukung kelancaran tugas.
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BAB XI

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

LI. SelfAssessment
Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/20J5 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk
melakukan selfassessment atas implementasi GCG di Bank Peikreditan Rakyat Mitra
Bali Mandiri. SelfAssessment tersebut dilakukan terliadap 9 aspek pada posisi Bank per
31 Desember 2020.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai
berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi
• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi
ketentuan yang berlaku.

• Selunih anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara
independen.

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip
GCG, beijalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.

• Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pemah melanggar

ketentuan/perundangan yang berlaku.
• Nllai Komposit 035

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat
sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah
memenuhi ketentuan yang berlaku.

• Sebagian anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan
secara independen.

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenulmya
memenulii prinsip-prinsip GCG, telah beijalan sangat efektif dan tidak ada
kelemahan minor.

• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pemah

melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
• Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat

BPR.

• Komisaris Utama PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah Komisaris Inti dan

Hanya merangkap lebih dari 2 BPR/BPRS lainya, yaitu merangkap pada PT.BPR
MITRA BALI MUKTUAYA MANDIRI.

• dengan nilai 034
4.Penanganan Benturan Kepentingan

• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedurpenyelesaian benturan kepentingan
yang lengkap dan efektif.

• tahun 2020 tidak teijadi benturan kepentingan sehingga tidak terdapat risalah rapat
dan administrasi dan di dokumentasikan dengan baik.

• dengan nilai 0,25
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5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
• Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pemah melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan dankomitmen yang telah dibuat.
• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Keija

Kepatuhan beijalan dengan cukup baikdanefektif.
• Direktur Kepatuhan dan Satuan Keija Kepatuhan melakukan review secara

berkala mengenai kepatulian seluruh satuan keija operasional.
• Pedoman, sistem dan prosedur keija seluruh jenjang organisasi tersedia secara

lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.

• dengan nilai 044
6. Penerapan Fungsi Audit Intern

• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai
dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang
telali/dapat diatasi dengan tindakan rutin.

• SKAI menjalankan flingsinya secara independen dan obyektif.
• dengan nilai 0^

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstem
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan per^aratan

minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
• Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan

telah memenuhi kriteriayang ditetapkan.
• dengan nilai 0,05

9. Batas Maksimum Penyaluran Dana
• Bank belum maniliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan

lengkap untuk peityediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
tetapi telah memiliki SOP Peikreditan yang mengatur tentang pemberian kredit
beijenjang.

• Tidak terdapat pelanggaran BMPK dan Bank telali menerapkan prinsip kehati-
hatian dengan cukup baik.

• Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur
inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.

• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan danabesar dilakukan secara independen.

• dengan nilai 0,19
10. Rencana Bisnis Bank.

• Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris
sesuai Visi dan Misi Perusahaan.

• Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari OttmtasJasa
Keuangan.

• Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.

• Rencana bisnis termasuk perubahanya telah di sampaikan kepada OJK.
• dengan nilai 0,18

11.Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan
GCG dan Pelaporan Internal
• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan

kepada publik melaiui homepage dan media yangmanadai.
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• Caiaipan infomiasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu,
lengkap, akurat, Idni dan utuh.

• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan
pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihaia data dan
informasi pribadi nasabah secara memadai.

• Cakupan laporan pelaksanaan GCG iengkap, akurat, kini dan uUih, telah
disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang
berlaku.

• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal
Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat,
lengkap dan handal serta efektifuntuk pengambilan keputusan manajemen,

• dengan niiai 0,15

• Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kineija
implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh

Di karenakan Penerapan Manajemen Resiko belum sepenuhnya di jalankan maka Nilai Total
penilaian Total Tata Kelola Perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG dikurangi dengan
penerapan nilai pada bobot ruang lingkup penerapan manajemen resiko dan sistem pengendaiian
intern sebesar 10 %. Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG
sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut:

NILAI KOMPOSIT PERINGKAT KOMPOSIT

1,0 < Nilai Komposit < 1,8 Sangat Baik

1,8 < Nilai Komposit < 2,6 Baik

2,6 < Nilai Komposit < 3,4 Cukup Baik

3,4 < Nilai Komposit < 4,2 Kurang Baik

4,2 < Nilai Komposit < 5,0 Tidak Baik

j iCulUJl

2020. dapat kami simpulkan baliwa nilai komposit yang diperoleh PT.BPR MITRA BALI
MANDIRI dalah 1,88yang termasuk kategori Baik,
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BAB XII

PENUTUP

Sesiiai POJK. No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR di wajibkan untuk mengelola BPR daigan praktik
^baik ( best practice ) dengan berazaskan pada 5 ( lima ) pilar dalam Good Corporate
Governance yakni tranparasi, Akuntabilitas, responsibility, Independensi dan keterbukaan (
TARIF). ^

Berdasarkan analisis terbadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpuikan
bahwa manajemen telali melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum
dengan sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan
GCG menyangkut aspek ''Governance Struktuf\ aspek "Governance Proses'\ aspek
"Governance Outcome''.

Adapun kelemahan atas prinsip -prinsip GCG yang masih hams di perbaiki yaitu:

1. Aspek " Governance Struktur "
Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Stmktur dan Infiastruktur penerapan tata
kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Aspek " Governance Proses "
Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih
diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa dan
kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa
dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.

3. Aspek " Governace Outcome "
Tidak terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada peiiode 2020.

Demikian Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2020 kami sampaikan untuk dapat diterima dengan
baik dan mohon saran dari berbagai pihak demi kemajuan di masa - masa yang akan datang .

KESIMPULAN

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai

Komposit
Total

Penilaian

0,35 0,24 - 0,25 0,24 0,23 0,05 - 0,19 0,18 0,15 1,88

Faktor
1

Prcdikar

Komposit: K
Sesuai POJK No. 04/POJK.03/20I5 dan SEOJK NO. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi BPR, di wajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (bestpractice)
dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dala Good Corporate Governance yakni Transparansi,
Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness/ keterbukaan (TARJF).

Penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan baik sesuai dengan hasil
penilaian tersebut diatas, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam
pelaksanaan GCG.
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Atas kelcmahan dan prinsif- prinsifGCG yang masih hams di pcrbaiki yaitu!
I. Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Stmktur dan Infrastruktur penerapan tata

kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih
diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa dan
kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa
dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukimg.
Tidak terdapat pelanggaran BMPK pihak teikait pada periode 2020.

2.

3.

Terdap^ nilai komposit yang diperoleh. Bank beipendapat masih terdapat beberapa hal yang
hams dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara Iain
pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank yang menyangkut Aspek Governance
Slruktur, Aspek Governenace Proses, dan Aspek Governance Outcome.

Disamping itu. Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu baliwa kultur GCG
yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh
karyawan memiliki komitmen untuk terns melakukan perbaikan- perbaikan atas kelemahan
yang ada sehmgga implementasiGCG Bank semakin baik dari wakUi ke waktu.

lA BALI MANDIRIPTBPR^

Dewa Nvo

Direktur U

man Artaning )ita

ama

.. BANK PERKREDITAN RAKYAT

MITRA BALI MANDIRI

'̂ Pf|«Z75a,itm902.Fa(l»1]414msS
Ellv YulTanti

Direktur
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Ql<
OTORITAS

JASA
K£UANGAN

l/aporan Penilaian Seadiri Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR PT BPR MITRA BALI MANDIRI

Alamat BPR JL. RAYA KAPAL BR MUNCAN MENGWI BADUNG

Posisi Laporan Desember, 2020

Modal Inti BPR Rp3,439,681,669

Total Aset BPR Rp22,919,084,138

Bobot BPR B



Mo

'.^-flkalaPoatx^pm'''

KBtemttganSB CB TB

1 3 3 .;V4 5

1 Pelakranaon Tugu dan Tanxcong Jawab Dirckai

A. SUnktnr dan InXtastmktnr Tata Kelola (8)

1| BPR dengan modal Inti paling aadlklt I^iSOM:
Jumlah anggota Direksi paling aedikJt 3 (tiga) orang. dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Dircktur
yang membawohkan fungsi kepatuhan.

V

BPR dengan modal Intl knnutg dazl RpSO U:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang. dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Dnektur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang
berbeda pada provinsi yang sama, otau kota/katiupaten
di provinsi lain yang berfoatasan langsung dengan
kota/kabupaten pat^ provinsilokasiKantorPusat BPR.

V

3) Anggota Direksi tidak metangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bonk dan/atau letnbaga loin (partai
poUtik atau organisasi kemasyarakatan).

V

4| Mayofitas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sanipai dengan dere^ kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.

V

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dem/atau penyedia jasa profesionai sebagai konsuitan
kccuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang
bersifat khusus yang dari sisi karakteristik pnoyeknya
membutuhkan edanya konsuitan; telah didasori oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup peketjaan, tanggpng
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka woktu
pekeijaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia
jasa profesionai adaloh pihak independen yang memiliki
kualiftkasi untuk proyek yang bersifot khusus dimaksud.

V

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melahii RUPS termasuk

perpat\jangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh
RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 c x3 dx4 ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 3 6 0 0 0

Total nilai untuk sehiruh Skala Penerapan 9

Peihitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertonyaan
(S):6

I.SO

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%
0.75



Ho . Kritetia/lndlkator '

vSkala^Pttnetapan' :

KetoisacutSB B CB KB TB

1 3 3 4 8

1 Pelaksanaaa Tttgos dan Tancgimg Jsvrab Direfcai

B. Proses Penenpan Tata Kelola (P)

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
eecara independen dan tidak memberikan kuasa umum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas.

V

8) Direkai menindaklai\juti teniuan audit dan rekomendasi
dari Pgabat Bkaekutil' yang dttui\juk aebagai auditor
intem, auditor ekstcm, dan hasU pengawasan Otoiitaa
Jasa Keuangan dan/atau hasS pengawasan otoritas lain.

V

9) Direksi menycdiakan data dan inforntasi yang lengkap,
akurat, teikini. dan tepat waktu kepada Dewan
Komisaris.

V

10) Pengambikui keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai ketentuan yang bertaku dengui
mencantumkan dissenting opinion Jika terdapat
perbedaan pendapat.

V

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak Iain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. scrta tidak
mengambtl dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

V

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelai\jutan dalam rangka pcningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
bidang keuangan/lainnya yang mendukung peiaksanaon
tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi antarn lain dengan pening)catan
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangon kualitas individu.

V

13) Anggota Direksi mampu menpmplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam peiaksanaon tugas
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentucm mengenai prinsip kehati'hatian.

V

14) Direksi memilitd dan melaksanakan pedoman dan tata
tertib keija anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika keija, waktu keija, dan peraturan
rapat.

V

Jumlah jawaban pada Skala Pbnerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 ex5
-

Haail perkalian untuk masing-masing Skala Bmerapan 0 16 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 16

Peihitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):8

2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 40%
0.80



Kriterla/liuUkator

Palakaanaan Tugaa dan Tanupuif Jawab Direkal

C. Kaall Paaarapaa Tata Kalola (H)

Direkai mempertangguiiQawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada pemegang sahain melalui RUPS.

•

I

•
I

16) Direksi menf^omunikasikan kepada seluruh pegawni
mengenai kebijaltan strategia 6PR di bidang kepcgawaiaii.

17) Hasil rapat Direkai dituangkan dalam riaalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, tcnnaaiik pengungknpnn

secara Jelaa diaaenting opinicma yang teijadi dalam rapat
Direkai, aertn dibagikan kepada acltiruh Direkai.

18) Terdapat penin^iatan |>engeta]iuaii, kealtliaii, dan
kemampuan anggota Direkai dan seluruh pegawai daJnm

pengeiolaan BPR yang ditunjukkan antara lain den^ut
penin^talan kineqa BPR. penyeleaainn permasalnhan

yang dihadafa BPR, dan pencapaian liasil aeauai

ekapcktaai stakeholders

19) Direkai menyampaikan laporan penerajian Tata Kelola
padn Otoritaa Jaaa Keuangnn, Aaoaiasi BPR di Indoneaia,

dan 1 (aatu) kantor media atau majalali ekonomi dan

keuangan aeauai ketcntuan.

Juinlah jawaban pada Skala Pen erapan

Haail perkalian untuk maaing-maaing Skaia Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Poterapari

Perhitunpin rata-rata dengan dibagi jumloh pertnnyaan

(S):5

Dikali dengan bobot Struktur dan inrrasCruktur Tata

Kelole (S): 10%

Pepjumlahan 8 + P + H

Total Penilaian Faklor 1 Dikalikan dengan bobot Paktor I

SkaU PeMrapaa



Ro Kritoria/lBdiksitor

kPeouapan:

KOtenmcusSB B CB KB TB

1 3 'F-a 4 8

2 Polaksanaan Tnga* dan Tanxgang Janab Dewan Komisaris

A. Stiuktor dan Infksstntktnr Tata Kelola (8)

1) BPR dengan modal Intl paling aodiklt RpSO M: Jumlah
anggota Dewan Komisaris poling sedihit 3 (tJga) orang.

V
BPR dongan modal Intl Irorang dari RpSO M:
Juntlah anggota Dewan Komisaris paling sedildt 2 (dua)
orang

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaut
jumlah anggota Dircksi sesuai ketentuan. V

-

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjong masa Jabaton
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan
perpai^angan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhimya masa jabatan.

V

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan

longsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

V

3) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dongan modal Intl paling aodlUt
Rp80.000.000.000,00 (dolapan putaih mOyar nipiah)

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adaiah Komisaris Independen.

b. Untnk BPR dengan modal Intl paling aedlUt
Rp50.000.000.000,00 (limn pntnh mUyar raplats) dan
kniang darl 1^^000.000.000,00 (dolapan polnb
mllyar raplab), paling sedikit satu anggota Dewan
Komisaris merupakan Komisaris Independen.

V

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib keija
termasuk pengoturan etika keija, waktu keija, dan rapat. V

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris poda lefoih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pgabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

V

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau
Direksi.

V

9) Seluruh Komisaris Indepeitden tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan sahom
dan/atau hubungan keluarga dengan anggria Dewan
Komisaris Iain, Dirdcsi dan/atau pemegang sahom
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

V

Jumlah jawaban pads Skala Penerapan ax 1 bx2 c X 3 dx4 ex 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
4 10 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Ftencrapan 14

Peihitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):9

1.56

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastniktur Tata
Keloia (S): 50%

0.78



So Ibituta/IadOBtor'
Sltala PoncTspan

Katetaacm ^SB B CB KB

1 3 3 4 s

3 Pelaksanean Tugos doa Taoggiiag Jamb Dewon Komisaxls

B. Pmea Penerapan Tata Kelola (P)

10) Dcwan Komisoris telah metakaanakan pengawasan
terhsdap pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab serta
memberikan nasihat kepada Dtreksi, antara Iain
pemberian rekomendasi atau nasihat tcrtulis tokait
dengan pemcnuhan ketentuan BPR temiasuk prinsip
kehati-hatian.

V

11) Dtdam rangka mdakukan tugas pengawasan, Komisaris
mengarahkan, memontau dan mengsvaiuasi peiakstuiaan
kebyakan strategis BPR.

V

12) Dcwan Komisaris tidak teriibat dalam pcngambilan
keputusan kcgjatan (^xnasional BPR, kecuali dalam lial
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur
dalcun ketentuan mengenai batas maksimum pemberian
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditctapkan dalam
peraturan penindangan dalam rangka melaksanakan

fungsi pengawasan.

V

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi

menindaklai\juti temuan audit intern, audit ekstem, basil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau basil

jjengawasan otoritas lainnya antara loin dengan meminta
Direksi untuk menyampaikan dokumen basil tindak
lai\jut temuan.

V

H) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal dan ntenyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dibadiri
oleh seluruh anggpta Dewan Komisaris.

V

15) Pengambilan keputusan raped Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telab dilakukan berdasarican
musyawarah mutakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang beriaku dengan mencantumkan

dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat

V

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memaniaatkan BPR

untuk kepentingan pribadi. keluarga, dan/atau pibak lain
yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pnlxidi
dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

V

17) Anggota Dewan Komisaris mdakukan petnantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawohkan fungsi kepatuhon
yang memeriukan tindak iapjut Direksi.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a X 1 bx2 cx3 dx4 ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan I 14 0 0 0

Total nilai untuk sdtuub Skala Penerapan 15

Perhitungan rata-rata dengpn dibagi jumlab pertanyaan
(S):8

1.88

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kdola (S): 40%
0.75

C. HaaO Peserapan Tata Kelola (H)

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalab
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang teijadi jika terdapat
perbedaan pendaped, serta dibagikan kepada sduruh
anggota Dewan Komisaris.

V

Jumlah Jawaban pada Skala Penerapan a X 1 bx2 cx 3 dx4 ex S
.

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
1 0 0 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Pmerapan 1

Perhitungan rata-rata den^tn dibagi jumlalt pertanyaan

(S): 1
1.00

Dikali dengan bobot Struktur don Infrastruktur Tbta
Kelola (S): 10%

0.10

Pei^umlahan S + P + H 1.63

Total Penilaian Paktor 2 Dikalikan dengan bobot Paktor 2
0.24



No Kitteda/IndQtator

Skabt-Benentpaa

SB B CB KB TB

1 3 3 4 8

3 Kelengkapaa dan Pelaksanaan Togas atao Pongai Komlte

A. Stioktor dan Infitastraktnr Tata Kelola (S)

11 BPR teloh memiUki Kbmite Audit dan Kbmite Bnnantau

Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a X 1 bx2 cx3 dx4 ex 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0

PerhitungBn rata-rata dengm dibagi juntlah pertanyaan
(S): 1 0.00

Dikali dengan bobot Struktur don Infmstruktur Tata
Kelola (S): 50%

0.00

B. Pioses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.

-

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.

-

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk meitjalankan tugpsnya secara efektif antara lain
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib keija.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax t b x2 c x3 d x4 e x S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):3

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (^: 40%

0.00

C. Kasll Peoeiapan Tata Kelola (H)

5) Komite membeiikan rekomendasi terkait penerapan audit
intern dan fungsi maiuyemen risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tindak lapjut kepada Direksi BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 ex 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0

Perhitungan ratarrata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S|: 10%

0.00

Pettjumlahan S + P + H 0.00

Total Penilaian Paktor 3 Dikalikan dengan bobot Paktor 3
0.00



i

Kitteris/Indlketer

Peaanganen Bentuian KapenUngas

A. Stroktnr dan Inftaatniktnr Tata Kalola (S)

t) BPR mcmitiki kebijakan, sislem dan pn»edur

penyelesaian mengenai benturan kcpentlngan yang
men^kat setiap pengurus dan pegawai BPR temiaauk
adminiBirasi. dokumenCasi dan pcngimgkapan benLumn

kepencingan dimaksud dalam Risalah Rapot.

Jumlah jnwaban pada ^tala Pen era

Haail perkalion untuk maaing-masing Skola Penernpon

Total nilai untuk s«luruh Skala Penerapan

Perhitungan raCa-rata dengaii dibafp jumlati pertanyaan

(S): 1

Dikali dcngan bobot Struklur dan Inrrastruktiir Tntn
Kelola(S|: 50%

B. ProMB Pananpan Tata.KeloU (P)

2j Dalam hal teijadi benturan kepenlingan, anggota Dewan
KomisariB. anggota Dirckai, dan Pcjabat Eks^ilJf tklok
mengambil tindakan yang dajiat merugikan alau

mengurangi keuntiingan BPR. atnu tldnk mengeksekusi
transaksi yang inetniliki benturan kepentingan terset)ul.

Jumlab jawaban pada Skala Pcnerapan

Haail perkalian untuk tnasing-niasing Skala Pcnerapan

Total nilai untuk Bclumh Skala Penerapnn

Perhitungan rata-rnta dengan dibn^ jiimlnh pertanyaan

(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan InFraatniktur Tata

Kelola (S): 40%

C. Hm«U Peserapan Tata Kalola (H)

3) Benturan kepentingan yang dapal mcrugiknn BPR atau
mengurangi keuniungan BPR diungkapkan dalam seliap

keputusan dan telah terdokiimentasi dengan boik.

Jumlah jawaban pada Skola Penernpon

Hasil perkalian untuk masing-maslng Skala Pcnerapan

8k«la Penenipan

Perliitungan raCa-rata dengan dibagi jumlali pertanyaan

(S); 1
0.20

Dikali dengan bobot Struktur dan Inlrastruktur Tata

Kelola (S): 10%
2.50

Pertjumlahan S + P + H 2.50

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bc^xrt Faktor 4
0J25



NO Kriteria/lndJk&tm SB. CB TB

1 2 3 5

5 Penenpan rimgsl Kepatohaa

A. Stniktur dan Inftastniktnr Tata Kelola (8)

1) BPR dangan modal inti paling sedlUt
Rp50.000.000.000,00 (Uma pulnh mOpar raplab):
Anggota Direksi yang metnbawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit unUik:
a. ddak memn^cap aebagai Oirektur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional penghirapunan
dan penyaiuran dana; dan
c. mampu bekaja oecara ind^xjiden. V

BPR dengan modal intI kniang dad

RpSO.000.000.000,00 (lima pnlnli miljrar luplah):
Anggota Direksi yang membawahkan Tungsi kepatuhan
tidak menangani penyaiuran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahomi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perbankan.

V

3) BPR dengan modal Inti paling sedikit
RpSO.000.000.000,00 (lima pnlnb mllyar luplali):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan keija kepatuhan yang independen
terhadap satuan keija atau fungsi operasional.

VBPR dengan OMdal Intl knTang dad
Rp50.000.000.000,00 (Uma polnli mOyar inplali):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

menuitjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan keija atau fungsi
operasional.

4) Satuan keija kepatuhan atau Pgabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman keija, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

V

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan koja
kepatuhan atau Pgabsd Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Bmerapan ax t bx2 c x3 dx4 exS

'

• ••' "*•' • • • •••• • •••••••

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
1 6 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan 10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S);5

2.00

Dikali dengan bobot Stniktur dan infrastniktur Tata
Kelola (S): 50%

1.00



NO "V^KHtede/IndOator;.

Skala Ponenpaa

SB B CB KB TB

I 3 a 8

8 Pvnetapaa Fungsl Kopatahan

B. Proses Peaetapan Tata Kelola (P)

6) Anggpta Direksi yong membawahkan fungsi kepatuhan
menetapkan langkah-langkah yang diperiukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi setunih peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain tennasuk penyaiitpaian laporan kepada
Otoritaa Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

V

7) Anggota Direksi yang membawahkan Pungsi Kepatuhan
melakukan upaya untuk mendonmg terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melolui sosialisasi dan

pelatihan ketentuan terkini.

V

8) Anggota Direksi yang membawalikan fungsi kepatuhan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh

komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa
Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan
apabila terdapat kefayakan dan/atau keputusan Direksi
BPR yang menyintpang dari ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan don peraturan perundang-undangan.

V

9) Satuan keija kepatuhan atau Bgabat Bksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengpn
ketentuan Otoritas Jasa KeuangEui dan peraturan
perundang-undangan.

V

10) Satuan knja kepatuhan atau Pejabat Bksekutif yang

menangani fungsi k^tuhan mdakukan revhi dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebyakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 ex 3 dx4 ex 5

Hasi] perfcalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 12 0 0

Total ntlai untuk seluruh Skala Penerapan 14

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlalt pertanyaan

(S):5
2.80

Dikaii dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

1.12

C. HasU Penerapan Tata Kelola (H)

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran tertiadap
ketentuan.

-

12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab secara berkala kepada Dirdctur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalaro Ital anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ndalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan

Komisaris.

V

13) Anggota Direksi yang membawahkan Pungsi Kepatulian

menyampailcan laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebgakan atau keputusan
Direksi yang menyimpong dori peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx 4 ex 5

HasU perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 6 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6

Perhitun^m rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S):3
3.00

Dikaii dengan bobot Struktur don Infrastruktur Tata
Kelola (S); 10%

0.30

Pei\jumlahan S + P + H 2.42

Total Penilaian Paktor 5 Dikalikan dengan bobot Paktor 5
0.24



No ;•-fe'Krtterfa/TnilflifatorvKfe;;-;'v?®;-';
Skate Pesenpaa

Ketensgaa >SB B CB KB TB

1 a a 4 8

6 Peoenpan Pungal Audit Intern

A. Straktor dan Infhisttaktnr Tata Kel^ (8)

1) BPR dengan modal inti pgHwg sedlklt
Rp50.000.000.000,00 (lima paliib mUimr niplab):
BPR memiliki Satuan Keija Audit Intern (SKAQ.

VBPR dengan modal Intl knrang dari
Rp50.000.000.000,00 (Uma pntnb mUyar mplali):
BPR memiliki Pgabat Eksekutif yang bertanggung jawnb
terhadap pelakaanaan fungsi audit intern.

2) SKA] atau P^abat Eksekutif yang bertanggung jowab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telali inemitiki
dan mengkinikan pedoman koja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas ba^ auditor intern
sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui
oleh Direktur Uternia dan Oewan Komisaris.

V

3) SKA] atau P^abat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan ketja operasional (satuan keija terkait
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

V

4) SKAI atau Pgabat Eksekutif jrairg bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Utama.

V

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangon
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit
intern.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax I bx2 cx3 d x4 exS

Hasil perkalian untuk masing-nrasing Skala Penerapan
1 4 6 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

2.20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infirastruktur Tata

Kclola (S); 50%
l.IO

B. Proses Pesenpaa Tata Kclola (P)

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun olelt

BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang seeara
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentinggtn
BPR dan masyarakat.

V

7) BPR dengan modal Inti paling sedlUt
1^0.000.000.000,00 (Uma pulab ml^ar niplab);
BPR menugaskan pihak ekstem untuk mdakukan kaji
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas

kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dtlakukan.

V

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memodai don independen yang
mencakup persiopan audit, penyusunan program audit,

pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lar^jut hasil audit.

V

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berfcelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern. V

Jumlah jawaban pada Skala Peitetapan a X 1 bx2 c x3 d x4 ex5

>
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 4 6 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S):4
2.50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 40%
1.00



Ho Kriterla/lndHcator

Bkflla Penerapan

KetenusganSB B. CB KB TB

• t 3 a '•A, S

6 Peaentpan Pungal Audit Intern

C. Kaxll Penenpan Tata Kelola (H)

10) SKAI atau Pgabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelakaanaan fungsi audit Intern Idah
menyampaikan laporan pelakaanaan audit intern kepada
Direktur Utama dan Dewan Komiaaria dengnn tembuaan
kepada anggota Direkai yang inentbawahkan fungii
Kepatuhan.

V

11) BPR tetah menyampaikan laporan pelakaanaan dan pokok
pdcok hasO audit intern dan laporan khuaua (npabila ada
penyimpangan) kepada Otoritaa Jaaa Keuangan aeauai
ketentuan Otoritaa Jaaa Keuangan.

V

12) BPR dengan modal Intl oedlklt

RpSO.000.000.000,00 (lima pulob mllysr ruplab);
BPR menyampaikan laporan haail kaji ulang oleh pihak
ekatem kepada Otoritaa Jaaa Keuangan aeauai ketentuan
Otoritaa Jaaa Keuangan.

V

13) BPR deugon modal luti oedlUt
RpSO.000.000.000,00 (lima poluli mtlyar ruplab):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhcntian Kepala SKAI kepada Otoritaa Jaaa
Keuangan aeauai ketentuan Otoritaa Jaaa Keuangan.

V
BPR dengan modal Intl kniang dasl
RpSO.000.000.000,00 (Uma pulub mUyar ruplab);
BPR menyampaikan laporan pengangkotan atau
pemberhentian P^bat Ekaekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelakaanaan lungai audit intern kepada Otoritaa
Jaaa Keuangan aeauai ketentuan Otoritaa Jaaa
Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan n X'l bx2 cx3 dx4 exS

•

Haail perkalian untuk maaing-maaing Skala Penerapan
0 6 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):4

2.25

Dikali dengan bobot Struktur dan InCraatruktur Tata
Kelola (S): 10%

0.23

Penjumlahan S + P + H 2.33

Total Penilaian Paktor 6 Dikalikan dengan bobot Paklor 6
0.23



Ho Krftetia/Ind£kator

Skabi Posenpaa

BetensfKiiSB B CB KB TB

1 3 3 4 8

7 Poneiapon lUogsl Aadit Bktem

A. Straktor dan Infirastniktar Tata Kelola (8)

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) tnemenuhi aspek-aspek legolitas
peijanjian ketja, ruang lingkup audit, atandar profesional

akuntan puUik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAPdimaksud.

V

Jutnlah jawaban pada Skala Pencrapan ax 1 bx2 c x3 dx4 exS

Hasil perfcalian untuk niaaing-cnastng Skala Penerapan
0 2 0 0 0

Total nilai untuk aehiruh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pcrtanyaon
(S): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1.00

B. Pioaea Penentpan Tata Kelola (P)

2) Dalam pelaksanaan audit lapontn keuangan BPR, BPR
menuqiuk Akuntan Publik dan KAP yang teidallar di
Otoritas Jasa Keuangan serta tnempefoleh persetujuon
RUPS berdasarkan usulan Dewan Koniisaris.

V

3) BPR telah melaporican hasil audit KAP dan Management
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

V
-

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 exS

Hasil pericalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 4 0 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 4

Peihitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):2

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 40%
0.80

C. Haaa Penetapan Tata Kelola (H)

4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
kepada BPR oleh KAPyang ditur\juk. V

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang
lingkup audit sebagaimana cUatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 e X 3 •

•

'

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 4 0 0 0

Total nilai untuk sehiruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 2

2.00

Dikali dengait bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0.20

Penjumlahon S ♦ P H ZOO

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Paktor 7
0.03



Ho KHteria/Indikator

' """.'..Skala PaaexapaB''.'''".'

' Kclojtangan . , .SB B CB : KB TB

3 4 8

8 Panerapan Matujemen Risflco termasak Blatem

A. Stxuktur don InCmstniktor Tata Kelola (8)

1) BPR desgaa modal lati pallog sedOdt

Rp80.000.000.000,00 (delapan paluh mJlyar luplali):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Riaiko dan
satuan keija Manajemen Rtsiko;

BPR dencaa modal tatl r"""g sedlkit
Rp80.000.000.000,00 (Uma pnltili ml^rar toplab) daa
knnng dad RpTO.000.000.000,00 (del^an polah
mOyar nipiab):
BPR telah membentuk aatuan koja Man^emen Riaiko;

BPR dengan modal Intl fenrang darl
Rp80.000.000.000,00 (Uma polnb mltyar inplah):
BPR telah menur^k aatu orang Pejabot Eksekutif ynng
bertanggungjawab tertiadap penetapan fungai Manajemen
Riaiko.

2) BPR memitiki kebijakan Man^emen Riaiko, prosedur
Manqemen Riaiko, dan penetapan limit Riaiko.

•

3) BPR memiliki kebjjakan dan proaedur aecara tertulia
mengenai pengekdaan riaiko yang melekat pada produk
dan aktivitas. bam seauai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 ex5

Haail perkalian untuk maaing-maaing Skola Penerapan
0 0 0 0 0

Total nilai untuk aelumh Skala Penetapan 0

Perhitungan lata-iata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 3

0.00

Dikali dengan bobot Stmktur dan Infraatmktur Tata
Kelola (S): S0%

0.00



No •••:K*tt6tIa/IndflEater.. .

Skala PesanqMB

JGetoxasfBtSB B CB KB TB

1 3 3 4 8

8 Penerapaa Mana^emea Rlalko termatak Blatem

B. Proses Peaerapan Tata Kelola (P)

4) Direksi:

a. menyuaun laebijakaa dan pedonuin penerapan
Manayemen Risiko secara tertuUa, dan
b. raengevaluasi dan memutuskan transakai yang
memeriukan persetujuan Onvksi.

5) Dewan Komiaaris:

a. menyetujui dan mengevaluaai kebijakan Manajemen
Risiko,

b. mengevaluaai pertanggungfawaban Dirdcsi ataa
pelaksanaan kebyakan Marayemen Risiko, dan
c. roengpraluaai dan memutuskan permohonan Direksi

yang berkaitan dengan transakai yang memeriukan
persetiyuan Dewan Komisaris.

6) BPR melakukan proses identiCkaBi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap sduruh
faktor Risiko yang bersifat material.

71 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeturuh.

-

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas sehiruh risiko
yang diw^jibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem
informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan
informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10) Direksi telah melakukan pengmribangan budaya
manqjemen risiko pada seluruh jeiyang organisasi don
peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen
risiko.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 ex5

Hasil perkalian untuk masing-msMing Skala Penerapan
0 0 0 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 0

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):7

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infinastruktur Tata
Kdcla (8): 40%

0.00

C. HosU Peaerapaa Tata Kelola (H)

11) BPR menyusun lapomn profil risiko dan profil risiko lain
(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) BPR menyusun lapomn produk dan oktivitas baru yang
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 b x2 c x3 d x4 exS

1

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Feneiapan
0 0 0 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 0

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):2

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infinastruktur Tata
Kdola (S): 10%

0.00

Peiyumlahan S + P + H 0.00

Total Pendoian Faktor 8 Dikolikan dengan bobot Faktor 8
0.00



No Kitoria/Tndtlnitor

Skala Pononpaii

Kstexaagaa:.8BV B -cb:; KB TB
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9 Batas Makslmnm Pemberian Kndlt

A. Btrnktur dan Inftastmktiir Tata Kelola (8)

11 BPR telah fnemUild kebijakan, sistetn dan ptosedur
tertuUs yong memadai tcHcait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring d^
penyelesaian maaaiahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a X 1 bx2 cx3 dx4 ex 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 3 0 0

Total nilai untuk aeluruh Skala Penerapan 3

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

3.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

ISO

B. Ptosoa Penorapan Tata Kelola (P)

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkiniloan
kebijakan, aistem dan prooedur BMPK agar disesuoikan
dengan peraturan perundang-undangan.

V

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit besar tdah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
mempeihatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 d x4 e x5
. ' I ' > '

Hasil perkalian untuk mastng-masing Skala Pmeiapan
0 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):2

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S); 40%
0.80

C. Haall Penerapan Tata Kelola (H)

4) Laporan pemberian kredit oldi BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yang melanggor dan/atau
melampaui BMPK tdah disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

5) BPR tidak mdanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V
•

Jumlah jawaban pada Skala Petterapan ax I bx2 c x3 dx4 ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Petrerapan
0 4 0 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):2

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kdola(S); 10%

0.20

Peruumlahan S + P + H 2.50

Total Penilaian Paktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9
0.19



No Riitacifi/ladikator

Skala'Pesenpan''''"

HstexaacutSB B CB; KB TB

1 a 4 8

10 Reoeann Blasls BPR

A. Strnlrtar dan InCraatfoktnr Tata Kelola (8)

U Rencana bisnis BPR telah disusun olch Dtneksi den

disetujui oleh Dewan Komisaria seauai dengon visi don
misi BPR.

V

2) Rencana biants BPR menggambarkan rencana atrategja
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk
rencana penyelesaian pemiasalahan BPR yang Bigniiikan
dengan cakupan sesuai ketentuan Otcritas Jasa

Keuangan.

V

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya olch peinegang
sahain dalam rsngka mempericuat permodalan dan

infraatruktur yang metnadai antara lain sumber daya
manusia, teknotogi inTormasi, jaringan kantor, kebijakan,

dan prosedur.

V

Jumlah jawaban pada Skala Benerapan a X I bx2 cx3 dx4 ex 5

Hasil perkalian untuk rnasing-maaing Skala Benerapan
0 4 3 0 0

Total nitai untuk seturuh Skala Benerepan 7

Berhitungan lata-rata denial dibagi jumlah pertanyaan

(g:3
2.33

Dikali dengan bobot Stmktur dan InfFastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1.17

B. Pfosea Peneiapan Tata Kelola (P)

4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempeitimbangkan

paling aedikit:
a. faktor ekstemal dan intemai yang dapat mempengaruhi
kelangaungan uaaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-liatian;
dan

c. penerapan manajemen riaiko.

V

5) Dewan Komisaria melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana biania BPR.

V
-

Jumlah jawaban pada Skala Benerapan ax 1 bx2 c X 3 dx4 ex5

HasU perkalian untuk masing-masing Skala Benerapan
0 2 3 0 0

Tottd nilai untuk seluruh Skala Benerapan 5

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertoxqraan
(S):2

2.50

Dikali dengan bobot Struktur dan (nfrastruktur Tata

Kelola (S): 40%
1.00

C. HaaO Peneiapan Tata Kelola (H)

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritaa Jasa Keuangui sesuai

ketentuan Otoritaa Jasa Keuangan.
V

Jumlah jawaban pada Skala Benerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 ex5

-

'•.1.-
•

.

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Bmcrapan
0 2 0 0 0

Total nilai untuk aeluruh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0.20

Penjumlahan S + P + H 2.37

Total Benilaion Paktor 10 Dikalikan dengan bobot Pnktor
10

0.18



Ko •lUtterbi/IedOater;. •
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1 2 a 8

11 Transpanuwl koBdisi keeaagan dan non knuangan, aerta

A. Strnktor dan Inliaatiuktnr Tata Kelola (8)

1) Tersedianya sistem pclaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem infarmasi
maney'emen yang memadai sesuai ketcntuan termaauk
sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, khti, dan
utuh.

w

Jumiah jawaban poda Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 d x4 ex5
- •

Haail perkaiian untuk mastng-inasing Skala Penerapan
0 2 0 0 0

Total nilai untuk seturuh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-reta dengan dibagi jumiah pertanyoan
(S): 1 2.00

Dikaii dengan bobot Struktur dan Infraatruktur Tata
Kelola (S); 50% 1.00

B. Proaea Poneiapan Tata Kelola (P)

2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi sctiap
triwulanan dengan materi paling oedikit memuat laporan
keuangan, inforroasi lainnya, susunon pengurus dan
kompostsi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritaa

Jasa Keuangan.

V

31 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi poling
sedikit memuat informaai umum, laporan keuangan, opini
dari akuntan puUik atas laporan keuangan tahunan BPR
(apabila ada), seluruh aspek transparanst dan tnfonnasi,
serta seluruh aspdc pengungkapan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

V

4) BPR melaksanakan transparansi inTormasi mengmai
produk, Is^anan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

5) BPR menyusun dan meny^ikan laporan dengan tata caia,
jenis dan cakupon sebagaimana diatur dalom ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

V

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx 3 dx4 ex 5
' 'Hasil perkaiian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 8 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan
{S):4

2.00

Oikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.80

C. HaaO Penerapan Tata Kelola (H)

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit <deh 1 (satu) anggota Direksi
dengan ftiencantumkan nama socara jelas serta
disampaikan secara Icngkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

7) Laporan penonganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan secara tepat waktu.

V

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx 3 d X 4 ex 5

Hasil perkaiian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan
(S):2

2.50

Dikaii dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Ttita

Kelola (S): 10%
0.25

Penjumlahan S P + H 2.05

Total Penilaian Paktor 11 Dikalikan dengan bobot Paktor

11
0.15



Kritefia/Uxdikater

Paoentpaa Puogal Audit latera

C. Hull Peaerapaa Tata Kelola (H)

10) SKAI atau Pejabat Ckaekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit Intern telah

ntenyampaikan laporan pelaksanaan audit intem kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dcngnn tembusan
kepada anggota Oireksi yaitg menihawaJikan fungsi

Kepatuhan.

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok
pokok hnsil audit intem ditn laporan khiisiis (npabila adn

penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sauai

ketentunn Otoritas Jasa Keuangan,

12) BPR dengan modal Inti paling sadlklt
Rp50.000.000.000,00 (Uma pulub mllynr ruplab):
BPR menyanipaikan laporan hasil kaji ulang oldi pihak

ekatem kepada Oloritaa Jasa Keuangan seauai keientuan

Otoritas Jasa Keuangan.

13) BPR dengaa modal Inti paling sodiUt

Rp50.000.000.000,00 (Uma polub mUpar nipUh):
BPR menyampaikan laporan pengjngkatan aiau

pemberhenlian Kepola SKAI kepntla Olnrilns Jasa

Keuangan seauai ketentuan Otoritas Jasa Keuairgan.

BPR dengan modal Intl dari

Rp50.000.000.000,00 (Uma pntah mUyar niplata|:
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian P^bat Eksekutif yang bertanggung jowab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan seauai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

Jumiah jawaban pada Skala Penenipan

Hasil peritalian untuk masing-mnsing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

PiTliitiiiigi'iii ficiigari tiilxjf^ jinnlaii jxivlaiiy.iaii

(S)i 1

Dikali dengan tolxit Struktur dan Inlrastruktur T.itn

Ki:l(>li) (S|: 10%

HinijiinilniiMii S + P * H

Tl,l»l h.titkiiiiii KitkOir ft Dikiilik.m ciciig.iii txjlxil K.iktiH- ft

SluUPan«npu



iro Kriterfa/Tndflrator --/V'KetOfttngstt • •SB B CB KB TB

1 3 3 4 S

7 PQBonpan rungti Audit Bktara

A. Stxnktnr dan Infrastniktur Tata Kolola (8)

I) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akunton Publik (KA^ memenuhl aspek-aspek legoUtas
peijaitjtan keija, ruang Ungkup audit, standar profeslonal
akuntan publik, dan kotnunlkasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 c x3 dx4 exS

•

HasU perkalian untuk maalng-maslng Skala Penerapan
0 2 0 0 0

Total nllal untuk sduruh Skala Penerapan 2

Perhltungan rata-rata dengan dlbagi jumlah pertanyiuui
(S): 1

2.00

Dlkall dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (^: 50%

1.00

B. Proses Penerapan Tata Xelola (P)

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR
menuitjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritaa Jasa Keuangpn serta memperoldi perselitjuan
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komlsaris.

V

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP don Management
Letter kepada Otoritaa Jasa Keuangan.

w
-

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 c X 3 dx4 exS

Hasil perkalian untuk mastng-masing Skala Penerapan
0 4 0 0 0

Total nllal untuk seluruh Skala Penerapan 4

Perhltungan rata-rata dengan dlbagi jumlah pertanyaan
(S):2

2.00

Dlkall dengan bobot Struktur dan Inftaatruktur Tata
Kelola (^: 40%

0.80

C. KasU Penerapan Tata Kelola (H)

4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarfcan
permasalahan BPR dan dlsampalkan secara tepat waktu

keptula BPR oleh KAPyang dltunjuk. V

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang
Ungkup audit sebagalmana dlatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 d x4 e X S

Hasil perkalian untuk masing-maslng Skala Penerapan
0 4 0 0 0

Total nOai untuk seluruh Skala Penerapan 4

Perhltungan rata-rata dengan dlbagi jumlah pertanyaan
(S):2

2.00

DlkaU dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 10%
0.20

Penjumlahan S + P + H 2.00

Total Penilaian Paktor 7 Dlkalikan dengan bobot Fnktor 7
O.OS



No Kriteda/lndOoitor

SJndniPMicnipan : '
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1 4 S

8 Penerapas Uaiudeinen Rlslko teimamk Stotem

A. Stniktur dan Infrastiuktcir Tata Kelola (8)

1) BPR dengan modal Intl paling sediUt
Rp80.000.000.000,00 (dolapan polub mOyar mpiab):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan keija Man^emen Risiko;

BPR dengan modal Inti aedlUt
Rp50.000.000.000,00 (lima pohth mQjncr ruplah) dan
kuiang dad Rp80.000.000.000,00 (dolapan palnb
milyar niplab):

BPR tetah membentuk satuan keija Manajemen Risiko;

BPR dengan modal Intl fcmang darf
Rp80.000.000.000,00 (Uma pnlnh mOyar raplah):

BPR tcIah menurjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
beitanggungjawab terhadap penerapan (ungsi Memajemen

Risiko.

2) BPR memiliki kcbijaknn Mantyemen Risiko, prosedur
Manatjemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

"

3) BPR memiliki kebgakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko ynng melekat pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a X 1 bx2 cx3 dx4 e X 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penetapem 0

Perhitun^n rata-rata dengan dibagi jundah pertanyaan
(81:3

0.00

Diktili dengan bobot Struktur dan Infrastniktur Tata
Kelola (S): S0%

0.00



No Krltoria/IniUkatof

Skala KsmgpHB
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1 a--; 4

8 Penenpan ISaaaiiemeit Rlsike temuiaiik Ststein

B. ProMs Penerapan Tata Kelola (P)

4) Oireksi:

a. mei^sun kebijakan dan pedaman penerapan
Marugemen Riaiko secara tertuUs, dan
b. mengevaluaai dan memutuskan transaksi yang
mcmcrlukan persettguan Direksi.

5) Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevatuasi kebijakan Mancyemen
Rtsiko,

b. mengevaluasi pertanggungiawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Mamgemen Risikn, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi
yang berkaitan dengan transaksi yang memertukan
persetujuan Dewan Komisaris.

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko tertiadap seluruh
faktor Risiko yang bersifat material.

7| BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.

-

81 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko
yang diwcyibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem
informasi man^emen yang mampu menyediakan data dan
informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10) Direksi telah melakukan pengemban^si budaya
manajemen risiko pada sduruh jeigang organisasi dan
peningjcatan kompetensi SDM antara tain meialui
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen
risiko.

Jumlah jawstban pada Skrtla Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 e X 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0

Perhitun^ui rata-rata dengan dibagi jumlah pertnnyaan
(S):7

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Inlraatruktur Tata

Kelola (^: 40%
0.00

C. HasU Penezapaa Tata Kelola (H)

11) BPR menyusun laporan prolil risiko dan profil risiko lain
(jika ada) yang dtlaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) BPR menyusun laponin produk dan aktivitas baru yang
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 exS , •
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0

Perhitungan rata-rata dengpn dibagi jiunlah pertanyaon
(S):2

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S); 10%

0.00

Petgumlahan S + P + H 0.00

Total Penilaian Paktor 8 Dikalikan dengan bobot Fbktor 8
0.00



No , Krituria/tnflflrator

Skala PeaefBpan

SB B CB KB TB

1 -a • a 8

9 Batas Maksintom Pemberian Kredlt

A. Straktnr dan Inftastniktiir Tata Kelota (8)

1) BPR telah memiliki kebtjakan, sistem dan proaedur
tertulis yang memadai teilcait dengan BMPK tcrtnasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan
penyclesaian masalahnya oebagai bagian atau bagian

terpisah dari pedoman kebyakon perkrabtan BPR.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx3 dx4 cx5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 3 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 3

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaam
(8): 1

3.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
KcIola(S):50% •

I.S0

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, aistem don proaedur BMPK agar diaesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

V

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait

dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhl
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan

memperhatiketn prinaip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax I bx2 cx3 d x4 ex5

Hcuiil perkalian untuk mastng-roastng Skala Bmerapan
0 4 0 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-mta dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):2

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kdola (S): 40%
0.80

C. Hasn Pesorapan Tata Kelela (H)

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

5) BPR tidak mdanggar dan/atau mdampaui BMPK sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V
-

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax I bx2 cx3 d x4 exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 4 0 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):2

2.00

DikaU dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kdola (8); 10%

0.20

Per\)umlahan S + P + H 2.50

Total Penilaian Faktor 9 Dikolikan dengan bobot Phktor 9
0.19



Ho Kffterio/lBdikstor

Slui» foamntsm i \

BetennipmSB B CB KB TB

1 ...a- 3 4 - 8

10 Rencasa Blsnla BPR

A. Strnktar dan Intestiiikbir Tata Kolola (8)

1| Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Dineksi dan

diseti^ui oleh Dewan Komiaarie sesuai dengnn visi dan
misi BPR.

V

2) Rencfina bisnis BPR menggambarkan rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk

rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan
dengan cakupsin sesuai loetentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

V

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pcmcgang
sahain dalam rangka mcinpcrkuat pemiodalan dan
infrastniktur yang memadai antara lain sumbcr daya
manusta, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a X 1 bx2 cx3

Basil perkalian untuk masing-masing Skola Penerapan
0 4 3 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 7

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):3

2.33

Dikali den^n bobot Struktur dan Infrastniktur Tata
Kelola (S); S0%

1.17

B. Proaea Peneiapan Tata Kelola (P)

4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan
paling sedikit:
a. faktor ekstemal dan internal yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;

dan

c. penerapan manajemen risiko.

V

5) Dewan Komisaris meloksanakan pengawason terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR.

V
'

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 c x3 dX4 ex5

Basil perkalian untuk masing-masing Skala Pmerapan
0 2 3 0 0

Total nilai untuk sduruh Skala Penerapan 5

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S):2

2.50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

I.OO

C. HaaU Peneiapan Tata Kelela (H)

6) Rencana bisnis tennasuk perubahan rencana bisnis

disampeukan kepada Otoritas Jasa Keuan^ai sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Pmerapan ax I bx2 cx3 dx4 ex5

•

Basil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S|: 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S); 10%
0.20

Penjumlahan S + P + H 2.37

Total Penilaian Paktor 10 Dikalikan dengan bobot Poktor
10

0.18



No Ktitezia/Btitoatter •

'':v...Sk«la.Pesen9an-'"

fCstemiSkBSB B CB KB TB

1 a a 4 S

11 Trenspetensl kosdlol keoangnn dan non keoangan, seita

A. Stroktur dan Intastniktar Tata Kolola (8)

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yong didukung oleh ststem informasi
maneyemen yang memadai seauai kstentuan termasuk

sumber daya manusia yang kompeten unUik
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax I bx2 cx3 d x4 exS

•Hasil perkaUan untuk masing-maaing Skala Pwerapan
0 2 0 0 0

Total nitai untuk selunih Skala Penerapan 2

Pediitungan rata-rata dengan diba^ jumlah pertnnyaan
(S): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infraatniktur Tata
Kelola (S); 50%

1.00

B. Prosoa Penerapan Tata Kcl^ (P)

2) BPR menyusun laponui keuangan puUikaai setiap
triwulanan dengan materi paling seiCkit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, auaunnn pengurus dan
komposisi pemegang saham aesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

V

3) BPR menyusun laporan tohunan dengan materi paling
aedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini
dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR
(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,
serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

V

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengntai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

5) BPR menyusun dan menysyikan laporan dengan tata caia,
jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalom ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

V

Jumlah Jawaban pada Skala Penerapan n X 1 bx2 cx 3 dx4 ex 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 8 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(Sl:4

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.80

C. HasO Panexapan Tata Relola (H)

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan pubKkasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) onggotn Direksi
dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipubtikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengsduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayonan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuair secara tepat waktu.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 bx2 cx 3 dx 4 exS

.

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(SI: 2
2.50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S); 10%

0.25

Penjumlahan S + P + H 2.05

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Paktor
11

O.IS



No Kritezia/Inillkator

Skala Posarapon

HetMsagui8B CB KB TB

1 2 a 4 8

11 Tnutapsiansi kondlsl keuangan dan non kcxtangan, scita

A. Stioktur dan In&astittktar Tata Kelola (8)

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem infannasi
memajemen yang memadai sesuai ketcntuan termasuk
sumber doya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan lapomn yang tengkap, akurat, kini, dan
utuh.

V

Jumlah jawaban pada Skala Bmeiapan ax 1 bx2 cx3 d x4 exS

•

Hasil perkaiian untuk masing-mastng Skala Penerapan
0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-rata dengan diba^ jumlah pertanyaan
(S): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastniktur Tata
Kelola (S); 50%

1.00

B. Proses Penerapan Tata KeloJa (P)

2) BPR menyusun laporan keuangan puUikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurua dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.

V

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informaai umum, laporan keuangan, opini
dari akuntan puUik atas laporan keuangan tahunan BPR
(apatrila ada}, seluruh aspek transparansi dan tnlormasi,
serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

V

4) BPR melaksanakan transparansi inTormasi mengmai
produk, layanan dem/atau penggunasn data nasabah BPR
dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,
jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalom ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a X 1 bx2 cx3 dx4 ex5

Hasil perkaiian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 8 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 4

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8); 40%

0.80

C. HasQ Penerapan Tata KeloIa (H)

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan pubtikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi
dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

V

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
<1:111 lii|K>riiii )n.hk:i(Iii:iii (Iiiii liiidiik laiijiit

pelayanan dan penyelesaian pengaduon <lisampaikan
»i:»ii:ii kclciilii.'iii «<;<%'ir:i li.TUil w:ikLii.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a X 1 bx2 cx3 dX -1 ex 5

llasil perkaiian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 3 0 0
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